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ABSTRAK

Nama : Saila Riskina Hasti

NIM : 180103069

Fak / Prodi : Syari’ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana Studi
Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana
Islam)

Tanggal Munagasyah : 08 Desember 2022/

Tebal Skripsi : 86 Halaman

Pembimbing | . Ali Abubakar, S.Ag, M.Ag

Pembimbing Il : Yenny Sri Wahyuni, M.H

Kata kunci : alasan, pemaafan, pemidanaan

Pemaafan sebagai alasan menjadi ringan nya suatu hukuman sampai
terhapusnya hukuman tersebut dalam hukum pidana positif maupun hukum
pidana Islam. Terdapat perbedaan bahwa dalam hukum pidana islam hanya
korban atau keluarga korban yang dapat memberi maaf sedangkan dalam hukum
pidana positif baik korban, keluarganya dan hakim dapat memberikan maaf
sehingga hukuman terpidana dapat di ringankan hingga dihapuskan. Hal ini
menimbulkan pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu
bagaimana kriteria dan unsur-unsur dalam pemaafan tersebut agar menjadi
alasan terhapusnya pidana? dan yang kedua apa saja penyebab perbedaan unsur
dan kriteria dari dua hukum yang menjadi studi perbandingan tersebut. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) dengan pendekatan
perbandingan. Dari hasil penelitian ini bahwa hukum pidana islam kriteria dan
unsur dari pemaafan merupakan: jarimah hudud yang terbagi ke dalam
pertobatan dan pemaafan, jarimah gqishas dengan pemaafan dengan
pemberlakuan diyat dan tidak, dan jarimah ta’zir. Sedangkan dalam hukum
pidana positif yaitu berdasarkan pasal 44, pasal 49, pasal 49 ayat (2), pasal 51
ayat (2), pasal 54 ayat (1). Dari kriteria dan unsur ini ditemukan sebab terjadi
perbedaan yaitu berdasarkan sumber, waktu dan tauhid.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf
dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan tranliterasinya dalam huruf
Latin.

Huruf Nama Huruf Nama urut Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak | tidak te (dengan titik
‘ Alif | dilamba | dilamba- b t&’ T di bawah)
ngkan | ngkan
. . zet (dengan
o d b
' B2 B\ |be 28 | 2 |iitik di bawah)
koma terbalik
o Ta T N ‘ai ¢ |
. \ ¢ 4, (diatas
. ] ) es (dengan ; 4
Sla > titik di atas) ¢ pein G Ge
z Jim J Je S F& F Ef
ha (dengan
C H&’ H titik di é Qaf Q Ki
bawah)
& Kh& Kh ka dan ha J Kaf K Ka
> Da’l D De J Lam L El
;| val y | Zet(dengan : | Mm| M |Em
titik di atas)
5 R& R Er o NQn En
B Zai Z Zet 9 Wau W | We
o Sin S Es A H& H Ha
S Syin Sy es dan ye s thmz ‘ Apostrof
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o Sad

es (dengan

S titik di

bawah)

Ye

P Dad

de (dengan

d titik di

bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah T I
- Dhammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
i Fathah dan ya Al adan i
3 Fathah dan wau Au adanu

Contoh:

<& - kataba

4 -fa'ala

det - suila

&S - kaifa
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J# - haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
- Fathah dan alif - -
NN A a dan garis di atas
atau ya
Y Kasrah dan ya I I dan garis di atas
-y Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J6  -gqala
<5 - rama
Js -qila
Jis - yagilu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk fa’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
memakai kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
JubYi &% - raudah al-atfal/raudahtul atfal
Sediisad - al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
il - talhah



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
J5  -nazzala

0 -al-birr

6. Kata Sandang
Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yakni huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:
A8 -ar-rajulu
A48 - al-galamu

a2l - asy-syamsu
B - al-jalalu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku
untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ME - ta’khuzu
ixs - syai'un
I - an-nau’u

5  -inna



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:
S8 5% s @ b s Wainnallaha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
BLsh 3 B2 & oo Bismillahi majrehd wa mursaha

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa
yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

SW &5 & dady Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
) g.ijj\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:
e e Allaahu gafiirun rahim
HESTN) Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Iimu Tajwid. Karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.
Catatan:

Xi



Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Saamad ibn Sulaim-an.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah produk buatan manusia sebagai ketentuan
untuk berperilaku, serta sebagai wadah bagi pemerintah untuk menuangkan
berbagai kebijakan politik yang akan dilaksanakan di masyarakat. Hukum
positif adalah produk warisan yang sah zaman kolonial, salah satunya adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum
nasional yang masih berlaku sampai sekarang.! Dalam penyelesaian pidana di
masyarakat disebut yudikatif (peradilan, rechtspraak) sebagai istilah yang
berupa penyelesaian sengketa, tindak pidana dan pelanggaran.? Peradilan
sebagai pelaksana hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak atau terjadi
sengketa atau sengketa pelanggaran yang bebas dari pengaruh apapun atau
orang yang memberikan keputusan yang mengikat dan bertujuan untuk

mencegah penilaian diri sendiri atau main hakim sendiri sendiri (eigenrichting).®

Hukum Islam adalah hukum Allah 'yang mengandung manfaat bagi
kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam kejahatan
(jinayah) memiliki istilah ‘jarimah’ berasal dari bahasa Arab dari kata jarama,
yang berarti kejahatan, kesalahan dan dosa. Istilah jarimah jika dikaitkan dengan
hukum Islam, dan terkadang juga digunakan istilah pelanggaran saat terkait
dengan hukum positif.*

!Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik (Jakarta: Sinar Baru, 1994),
him. 3.

2Sudikno Mertukusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014),
him. 21.

3Ibid.

“Nurwahidah, Hukuman Dalam Hukum Islam, artikel http//www.hukumislam.com,
diakses tanggal 3 Maret 2022, him. 2.



Dalam peradilan pidana sendiri terdapat kondisi yang membuat seorang
hakim tidak dapat memutuskan perkara terhadap pelaku pidana, sehingga hal ini
mencegah hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku tersebut atau yang
disebut juga sebagai dasar dalam meniadakan atau menghapuskan hukuman.®
Ada dua jenis alasan peniadaan hukuman yang termasuk dalam kategori ini,
salah satunya adalah untuk pemaafan. Alasan pemaafan merupakan dasar
penghapusan kejahatan, yaitu dasar yang mengakibatkan ketidak mampuan

seseorang untuk dipidanakan.

Pemaafan dalam hukum pidana datang dalam dua bentuk yaitu pemaafan
hakim (judical pardon) dan pemaafan korban atau keluarga korban. Pemaafan
ini hanya dapat diperoleh jika terdakwa bersalah dan terbukti bersalah
berdasarkan pasal 183 KUHAP, tetapi hakim berpendapat bahwa tindakan
tersebut tidak perlu dihukum. Pemaafan yang diberikan korban atau keluarga
korban kepada pelaku tindak pidana menjadi pedoman bagi hakim dalam
mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hakim
dapat mempertimbangkan dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku tindak pidana diampuni oleh korban dan/atau keluarga korban.

Adapun mengenai pemaafan (pengampunan) ini dijelaskan dalam pasal
54 ayat 1 RKUHP yang menguraikan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan
hal-hal dalam pemidanaan salah satunya adalah pemaafan dari korban atau
keluarganya dan atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang
dilakukan.

Dalam hukum Islam pemaafan dikatakan sebagai alasan pemaafan dalam

hukum pidana, telah di jelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut :

5 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), HIm.
391.
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan
dalam gishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang
yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-bagarah [2]:178-179)

Bahwa dalam hukum Islam mengatur grasi (pengampunan atau
permaafan) itu ada pada pihak keluarga, bukan pemerintah/negara. Jika pelaku
memohon maaf kepada keluarga masih ada harapan dimaafkan. Karena itu
hukum Islam membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja,
terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang
membawa konsekuensi jatuh nya suatu hukuman gishas. Maka sebelum putusan
hakim dieksekusi maka korban atau pihak keluarga korban mempunyai hak
untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga
korban telah memaafkan tindakan si terhukum dan biasanya si terhukum
diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi penebusan dosa bagi si
korban, sebagaimana disebutkan:
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“Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada gishas-
nya. Barang siapa yang melepaskan (hak gishas) nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya....” (QS. Al- Maidah [5]: 45).

Berdasarkan uraian tentang pemaafan, sebagai alasan pemaafan atau
hapusnya sebuah tuntutan pidana dari perspektif RKUHP dan Hukum Pidana
Islam terdapat perbedaan bahwa pemaafan oleh hakim diatur dalam undang-
undang akan tetapi sebagai sebuah pertimbangan majelis hakim dan pemaafan
dari pihak korban (korban atau keluarganya) yang dijelaskan dalam pasal 54
ayat 1 RKUHP. Sementara dalam hukum pidana Islam hanya korban atau
keluarga yang dapat melakukan pemaafan terhadap pelaku terkait jarimah.
Dengan adanya perbedaan mendasar mengenai pengampunan oleh Hakim,
korban atau keluarga korban antara RKUHP dan pengampunan oleh korban atau
keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Islam,
maka penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji serta melakukan
perbandingan antara hukum Pidana Islam dengan hukum  pidana positif
Indonesia terkait alasan pemaafan hakim, korban atau keluarga korban tindak
pidana dengan menetapkan judul: “Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan dan
masalah tersebut antara lain tentang bagaimana Pemaafan Pidana menurut
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
Untuk menghindari diskusi yang terlalu luas, penulis membatasi pembahasan ini

pada:



1. Bagaimana unsur dan Kkriteria pemaafan perbuatan pidana dalam hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Mengapa terjadi perbedaan unsur dan kriteria pemaafan dalam perbuatan

pidana dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif?

Berdasarkan batasan masalah di ini dapat dipahami pembahasan pada
tulisan ini menyangkut tentang bagaimanakah alasan pemaafan yang membuat
terhapus nya suatu tuntutan pidana baik dari segi hukum pidana Islam dan

hukum pidana positif.

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam permasalahan yang dikemukakan diatas tentu terdapat
tujuan dalam suatu penelitian terhadap masalah tersebut. Maka dari itu tujuan

penelitian dalam permasalahan ini adalah:

1. Penelitian dalam permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui kriteria
dan unsur pemaafan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana
positif.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan terhadap kriteria
dan unsur-unsur pemaafan dalam perbuatan pidana antara hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif

3. Penelitian dalam permasalahan ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih dalam upaya mewujudkan dan memperjelas kepastian
hukum dalam perbedaan ketentuan tentang pemaafan pidana baik dalam
ketentuan, penerapan hukum dalam hal tersebut sesuai dengan

penyelesaian perkara pidana yang baik dan benar.



D. Kajian Pustaka

Setelah menelaah karya ilmiah yang ada, tinjauan pustaka penelitian ini
pada intinya mengidentifikasi dan mengumpulkan gambaran tentang hubungan
antara subjek yang diteliti dan subjek sebelumnya, yang mendorong diskusi
tentang pengampunan kejahatan berdasarkan penelitian perspektif yang berbeda
di setiap kasus penulisan dan buku yang sehubungan dengan pembahasan ini.
Berikut adalah gambaran isi dari beberapa bahan pustaka yang dikumpulkan

oleh penulis. Isi pokok beberapa bahan pustaka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Jurnal karya Adery Ardhan Saputro yang berjudul “Konsepsi Rechterlijk
Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP” jurnal dari
Universitas Indonesia (2016). Dalam jurnal ini menjelaskan dan
menganalisa mengenai “Konsepsi Rechterlijk Pardon/Pemaafan Hakim
dalam RKUHP.” Fokus kajian utama dalam tulisan ini adalah mengkaji
bagaimanakah Filosofis, historis serta pengaturan di sistem negara luar
mengenai Rechterlijk Pardon/ Pemaafan Hakim.

2. Skripsi karya Melia Nur Pratiwi yang berjudul “Putusan Pemberian Maaf
dalam tindak pidana pencurian *(studi kasus putusan hakim di
Pengadilan Negri Solok)” Skripsi dari Universitas Islam di Indonesia
(2015). Dalam Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum tindak
pidana pada kasus pencurian yang di berikan sanksi pidana pemberian
maaf oleh hakim berdasarkan putusan dengan perkara nomor:
02/Pid.R/2013/PN. Di Pengadilan Negeri Solok. Yang mana melakukan
studi kasus dari perkara tersebut.

3. Jurnal karya Maya Satriani Ayuningtyas yang berjudul “Pemaafan
Hakim (Judical Pardon sebagai Kewenangan Hakim dalam Sistem
Pemidanaan Yang berbasis Restorative Juscyice di Indonesia)” Jurnal
dari Universitas Gajah Mada (2015). Dalam Jurnal ini membahas tentang

konsep pemaafan hakim yang dapat dibenarkan karena adanya asas culpa



in causa dan pedoman konsep KUHP nasional. Menggunakan penelitian
yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep dan Undang-
undang yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

4. Jurnal karya Dwi Hananta dengan judul ‘“Pertimbangan Keadaan-
keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”
Jurnal Hukum dan Peradilan (2018). Jurnal ini membahas hal- hal yang
menjadi pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga
berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum,
bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana dibawah
batas minimum khusus.

5. H.M. Hamdan. Alasan penghapusan kejahatan. Buku ini membahas
pada teori dan studi kasus tentang alasan penghapusan pidana. Penyusun
Menurut penulis buku ini cukup lengkap karena tidak hanya mengatur
masalah alasan penghapusan pidana dalam KUHP tetapi juga membahas
alasan penghapusan kejahatan di luar KUHP, baik umum maupun
khusus.

Berdasarkan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan seperti buku-buku
dan juga penelitian skripsi bahwa tidak memiliki kesamaan dengan
permasalahan yang penulis teliti akan tetapi memiliki kaitan, dan lagi di dalam
sumber seperti skripsi tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan dari segi

permasalahan, tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan tahapan
yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena
penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi
salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya

diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang telah di kumpulkan dan diolah



metodologi juga merupakan metode atau analisis teoritis dari suatu metode.
Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di bahas sebelum nya serta
tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif yang menggunakan yang mana mengumpulkan data secara
kepustakaan atau yang disebut pula dengan istilah library research (studi
pustaka) yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan serta
menganalisa data-data yang di peroleh dari bahan bacaan yang berkaitan
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bahan baca
tersebut dapat berupa dokumen, buku, jurnal dan artikel.®

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yaitu bagaimana “cara memperlakukan” sesuatu yang
bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal
penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan yang meninjau alasan terhapusnya suatu tuntutan pidana
yaitu dengan alasan pemaafan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif. Maka dari itu sesuai dengan jurusan yang telah penulis
ambil terkait perbandingan maka penulis akan menggunakan pendekatan
perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan
dan meninjau suatu hukum satu dengan hukum yang lainnya.

3. Sumber Data
Sumber data dari penelitian merupakan rujukan tempat peneliti
memperoleh data, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber
data primer, yaitu antara lain dari Al-Qur’an, Hadis, Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta perundang-undangan

®Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), him. 9.



yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder, yaitu
bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data primer, yang
berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain: buku-buku, jurnal,
skripsi, artikel yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas,
internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan
alasan pemaafan pelaku pidana.
Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan
sebagai berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis mengutip langsung pendapat atau tulisan orang lain langsung
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun perubahan komposisi dalam
penulisannya. Mengutip secara langsung dapat diartikan sebagai
mengutip pendapat dari sumber aslinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak menurut kata-
kata. Akan tetapi, tetap kepada pokok materi tanpa menggeser
maksud sebenarnya dari kutipan tersebut dan diungkapkan dengan
kata-kata dan bahasa penulis gunakan sendiri. Penulisan kutipan
tidak langsung pada panjang-pendek juga akan dibedakan demi
memperjelas kutipan tersebut.’
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan uraian tentang langkah-langkah
teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Maka pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan

dengan metode Library research, yaitu teknik pengumpulan data yang

"lbid., him. 12.
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dilakukan melalui buku-buku, menelaah literatur (kepustakaan) yang ada
kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

. Objektifitas dan Validitas Data

Obijektifitas dan validitas data merupakan salah satu yang sangat penting
dalam suatu penelitian kualitatif sebagai penentu suatu fokus serta
keberhasilan dari hasil yang akan teliti selanjutnya serta menjadi
pembenar dalam bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan.
Validitas data kualitatif sendiri digunakan untuk memperlihatkan sejauh
mana pandangan dan konsep-konsep yang di peroleh itu memiliki makna
sesuai dengan pembahasan yang diteliti yaitu Alasan Pemaafan Tindak
Pidana yang harus menggunakan data yang valid dan dapat

dipertanggung jawabkan.

. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bentuk analisa yang bagaimana dalam
menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan
dalam penelitian. Pengolahan data merupakan cara bagaimana mengelola
data yang telah dikumpulkan di perlukan untuk penelitian agar dapat
melakukan analisis data sebaik-baiknya. Analisis data kualitatif
merupakan upaya yang dilakukan dengan cara kerja dengan data,
mengatur data, mengurutkan nya menjadi unit-unit yang dapat dikelola,
mengsinkronkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kembali dengan data dari literatur bacaan. Pengelolaan dan
analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka dalam mengelola
dan menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melenceng dari
berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Sesuatu analisis
pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai pegangan

utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis
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terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data
penelitian.

7. Pedoman Penulisan
Dalam penelitian yang akan di tulis dengan menggunakan metode
penyajian data dengan penulisan dengan kutipan langsung dan tidak
langsung mengenai permasalahan pemaafan tindak pidana. Data yang
digunakan harus sederhana dan dalam bentuk tulisan yang sejelas-

jelasnya agar mudah dipahami oleh pembaca.

F. Penjelasan Istilah

Adanya penjelasan istilah dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar
tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran dalam memahami pembahasan
penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul penelitian
mengenai “Alasan Pemaafan dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif).” maka penulis akan menjelaskan
istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah di dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemaafan Hakim (judical pardon) memberikan kewenangan kepada
hakim untuk memberikan pemaafan atau pengampunan kepada orang
yang telah melakukan tindak pidana. Konsep tersebut diajukan
sebagai amandemen yudisial terhadap asas legalitas dan dipandang
mulai menimbulkan kekakuan hukum dalam sistem peradilan pidana
Indonesia.

2. RKUHP merupakan singkatan dari Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Sebagai salah satu upaya

pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana
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nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai
produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.®

Hukum pidana Islam merupakan ilmu figh Islam yang berbicara
kejahatan. Dalam istilah lebih umum, hukum jinaya juga dikenal sebagai hukum
pidana Islam. Ruang lingkup kajian hukum pidana Islam meliputi kejahatan

gishas, hudud, dan takzir. Jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh

syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.®

8Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP,
https://www.kemenkumham.go.id/, diakses tanggal 3 maret 2022.

®Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah, (Hukum Pidana Islam), (Palembang: CV.Amanah,
2020), him. 53.



BAB DUA
PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pemaafan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal dan diterapkan pemaafan terhadap
pelaku pidana yang dapat mempengaruhi hukuman yang bahkan mampu
membatalkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Telah diterapkan prinsip
pemaafan dari sejak zaman Rasulullah. Pada saat ini sekarang negara-negara
Islam seperti Arab Saudi, Iran, Sudan Utara dan negara lain yang menganut

hukum Islam masih konsisten menerapkan prinsip pemaafan tersebut.°

Pemaafan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai hendak dalam
hukum pidana Islam. Al-Qur’an merupakan kitab suci dan sebagai sumber
hukum utama yang telah diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad, SAW dalam bentuk berupa wahyu yang mengatur pemaafan
terhadap pelaku tidak pidana, tidak hanya itu pemaafan juga di atur dalam hadis
Rasullah (Sunnah) yang merupakan himpunan semua perkataan dan perbuatan

Rasullah SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an.

1. Pemaafan dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai sumber dari segala hukum menjadi ide dasar lahirnya
hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial
kemasyarakatan, termasuk persoalan yang membutuhkan ijtihad para ulama.!
Secara umum Al-Qur’an dimaknai sebagai petunjuk Allah SWT oleh umat
Islam sebagai patokan atau kaidah dan tatanan hukum manusia dalam menjalan

kehidupan sehari-hari. Ditegaskan hal ini sebagaimana dalam lafaznya berbunyi

Topo Santoso, Asas — Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2016), him. 256.

"Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figih Jinayah
Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam ,(Bandung : Pustaka Setia, 2013), him. 115.
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“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang

lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-

Isra [17]: 9).

Istilah dalam pemaafan hukum pidana Islam dikenal dengan afwun
(pemaafan).? Pemaafan mempunyai dalil dalam hukum pidana Islam yang
merupakan dasar hukum yang diatur dalam Al-Qur’an. Adapun beberapa dalil

Al-Qur’an yang mengurai tentang pemaafan di antaranya sebagai berikut:

Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 178;

I

Qur’an Surah Asy-Syurah ayat 40;
Qur’an Surah An-Nur ayat 22;

o o

Qur’an Surah At-Tagabun ayat 64;
Qur’an Surah Al-Maidah ayat 13; dan
f. Qur’an Surah Al-A’raf ayat 199;

Banyak ayat Al-Qur’an yang secara umum membicarakan tentang

@

penting nya pemaafan. Ini menunjukkan bahwa menjadi suatu kebaikan dan
setiap kebaikan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan memberi

kemaslahatan bagi setiap umat manusia di alam semesta.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagaimana yang di uraikan
sebagai berikut:

b 880 (15 il a5 DA 54T A (b et e o1l S

3h3 o afiad 53 2405 G it Gl AL ) 215 iy el LB 2 sl G W i

al S 438l

2 Topo Santoso, Asas-asas hukum..., him. 151.
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS.

Al-Bagarah [2]: 178)

Dalam Qur’an surah Al-Bagarah 178 tersebut menempatkan pemaafan
sebagai pengampunan yang membuat perbuatan tersebut di anggap kebajikan
(kebaikan) yang memiliki nilai tinggi. Surah Al-Bagarah ayat 178 juga

disebutkan mengandung dua fungsi yaitu :**

a. Berfungsi sebagai usaha memberantas kembalinya penjahat kepada
kejahatan, ancaman, memperbaiki dan mencegah orang lain ke dalam
perbuatan kejahatan tersebut fungsi ini disebut sebagai fungsi sosial.

b. Berfungsi sebagai kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa
ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat fungsi ini disebut sebagai

fungsi moral.

Dalam Al-Qur’an objek surah Al-Bagarah ayat 178 tersebut adalah
kejahatan gishas dan anjuran untuk memaafkan, karena memaafkan merupakan
rahmat dari Allah SWT bagi korban dan keluarga korban maupun kepada pelaku

tindak pidana itu sendiri.

Pemaafan yang berkaitan dengan kejahatan gishas diatur lebih lanjut

dalam Qur’an yang berbunyi sebagai berikut:

13 paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), him. 34.
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“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi
barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat)
maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”
(QS. Asy-Syurah [26] : 40)

Terjemahan Qur’an Surah Asy-Syurah ayat 40 ini menegaskan ada
jaminan pahala dari Allah SWT terhadap mereka yang memaafkan terhadap
orang yang berbuat jahat kepada orang yang memberi maaf tersebut. Perbuatan
memaafkan orang yang berbuat jahat merupakan perbuatan baik.

Hal ini-menunjukkan perbuatan memaafkan orang yang berbuat jahat
kepadanya mendapatkan ganjaran pahala langsung dari Allah SWT. walaupun

sesungguhnya perbuatan kejahatan balasannya adalah kejahatan serupa.

Dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan balasan suatu kejahatan adalah
kejahatan yang serupa, kejahatan yang kedua ini dinamakan pula sebagai
kejahatan bukan pembalasan, karena jenis dan gambarannya sama dengan yang
pertama. Hal ini tercermin dalam isu masalah gishash luka. Beberapa ahli
hukum (figih) mengatakan bahwa jika seseorang berkata kepada kamu ‘Semoga
Allah merendahkan Anda (menghina),” balasan yang tepat adalah mengatakan
kepadanya, ‘Semoga Allah merendahkan Anda (menghina) pula.” Namun
barang siapa yang dapat memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya
dengan tetap berbuat baik kepada orang tersebut maka pahala yang akan
didapatnya. Artinya, apa bila terus berbuat baik kepada orang-orang yang telah
dia ampuni (maka pahala atasnya di sisi Allah). Allah pasti akan membalasnya,
ketika seseorang mulai melakukan hal-hal buruk, dia akan menanggung

konsekuensi nya yaitu siksaan darinya.4

41bnothman, “Surat Asy-Syura Ayat 31 - 40 dengan Tafsir dan Terjemahannya”,
https://ibnothman.com/quran/surat-asy-syura-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4 diakses Minggu 7
Agustus 2022
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Perbuatan memaafkan sebagai bagian ampunan dari Allah SWT. Hal ini
ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

i 08 Gyl s Gl (ol ol 15855 ¢ Al o ol Sl f G Y

diad 53 W51 85 G el T Tsaaaly s S

“Dan janganlah orang-orang Yyang mempunyai kelebihan dan

kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi

(bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang

berhijrah di jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.

Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An—Nur [24] :22).

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan
pemaafan dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini
menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban
terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari ampunan dari Allah SWT

Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan ayat ini turun sehubungan dengan
sahabat Abu Bakar As-Siddig r.a. Saat ia bersumpah tidak akan pernah
membantu Mistah ibnu Asasa fagi untuk selamanya. Ini terjadi disebabkan
setelah Mistah mengatakan hal-hal buruk kepada putrinya (yaitu Siti Aisha r.a)
setelah Allah menurunkan wahyu untuk menyucikan Siti Aisha Ummul
Mukminin sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram. Berita palsu yang
beredar di antara orang-orang membicarakan kabar tersebut sehingga Allah
dapat menerima tobat dari perbuatan mereka, dan hukum Had dikenakan pada

sebagian dari mereka mereka yang berhak atasnya.

Kitab Allah beralih ke seorang sahabat Abu Bakar As-Siddig, yang
memerintahkan untuk menunjukkan belas kasihan terhadap kerabatnya, Mistah

Ibnu Asasa. Mistah ibn Asasah adalah anak dari bibi sahabat Abu Bakar, artinya
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sepupunya. Mista adalah orang miskin dan tidak memiliki harta selain apa yang
diperolehnya dengan bantuan teman-teman Abu Bakar. Mistah adalah salah
seorang pendatang yang berjuang di jalan Allah. Tapi dia terpeleset dan
melakukan kesalahan, maka Allah menerima tobat nya dan menjalani hukuman
yang harus dia terima atas kesalahannya. Teman Abu Bakar adalah orang yang
bijaksana dan murah hati. la suka bersedekah dan membantu, baik untuk
kerabatnya maupun orang lain. Sesungguhnya setiap kebaikan akan dibalas
sesuai dengan jenis kebaikannya. Tuh6an mengampuni dosa-dosanya sama
seperti dia mengampuni orang-orang yang berdosa terhadap kamu. Dan ketika
kamu memaafkan, Tuhan akan memaafkan kamu. Saat itu Abu Bakar berkata,
‘Benar, demi  Allah, sesungguhnya kami suka bila Engkau memberikan

ampunan kepada kami, wahai Tuhan kami.’*°

| 5855 | 5ALaT5 | 5805 ()5 ab 55388 281 ) 350 &0 515 280531 e ) 13581 Gl L
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“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu
terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni
(mereka), maka sungguh Allah-Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. At-
Tagabun [64]:14).

Berdasarkan surah At-Tagabun ayat 14 itu menempatkan orang-orang
yang memberi ampunan adalah mereka yang akan mendapat ampunan dari
Allah SWT. Pemaafan adalah ampunan dari Allah SWT. Dalam Tafsir Al-
Jalalain dijelaskan maknanya dalam Surah At-Tagabun ayat 14 adalah ‘Hai
orang-orang yang beriman! Sungguh beberapa istrimu dan anak-anakmu adalah
musuhmu, Maka berhati-hatilah, jangan taati mereka sehingga menyebabkan

kamu tertinggal karena tidak ingin melakukan perbuatan baik, seperti jihad dan

BRisalahmuslim, “Tafsir Ibnu Katsir surah An-Nuur ayat 22
https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-22/ di akses Minggu 7 Agustus 2022.
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bermigrasi.” Karena sebenarnya latar belakang turunnya ayat ini adalah karena
‘taatilah (dan jika kamu memaafkan) orang-orang yang memperlambat kamu
untuk melakukan perbuatan baik, karena mereka merasa sulit untuk berpisah
dengan Anda (dan tidak memarahi serta memaafkan mereka maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).’*®

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman sebagaimana tersebut bawah

ini:
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“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya maka Kami melaknat
mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah
firman (Allah) dari tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan
yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau (Muhammad) senantiasa akan
melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil diantara mereka
(yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka.
Sungguh, Allah menyukai orang — orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Maidah
[5]: 13).

Berdasarkan terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 13 menegaskan
pengampunan adalah perbuatan baik. Allah SWT menyukai orang-orang yang
berbuat baik, yaitu memaafkan orang. Orang yang dicintai oleh Allah SWT
karena perbuatan baik mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa karena Bani Isrdil telah
mengingkari janji, maka mereka berhak dilaknat dan dijauhkan dari rahmat
Allah. Hati mereka menjadi keras dan tidak bisa menerima kenyataan. Mereka
kemudian mulai mengubah artinya firman Allah sesuai dengan kehendak dan

8Tafsirqu, "Tafsir Jalalayn surah at-tagabun ayat 147, https://tafsirq.com/64-at-
tagabun/ayat-14#tafsir-jalalayn diakses Minggu 7 Agustus 2022.
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keinginan mereka dan tinggalkan apa adanya memerintahkan mereka dalam
Taurat. Bahwa Rasulullah, akan tetap melihat berbagai bentuk pengkhianatan
dan melanggar perjanjian, kecuali beberapa sedikit dari mereka yang percaya
padamu. Mereka tidak akan mengkhianati. Maka ampunilah dosa-dosa mereka
ya Rasulullah, ampunilah dan berbuat baiklah kepada mereka. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.!’

Pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari ajaran Islam yang
mengajarkan untuk menebar kebaikan dalam menjadi kehidupan umat manusia,
sehingga pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari kebaikan. Hal ini
ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dibawah ini :

Glalal) oo m Ty caoally Hal sl a4

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta

jangan pedulikan orang—orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf [7]: 199).

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 juga menekankan
pengampunan bagian dari perbuatan ma'ruf, dan dianjurkan untuk memanggil
orang untuk lakukan ma'ruf. Pengampunan juga merupakan sikap untuk
berpaling dari orang—orang bodoh. Ini menunjukkan bahwa dengan memberi

pengampunan, itu tidak bagian dari orang bodoh.

Dalam tafsir lIbnu Katsir diuraikan Ali ibnu Abu Talhah telah
meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Jadilah
engkau pemaaf. Maknanya, ambillah apa yang pantas kamu terima dari
kelebihan kekayaan mereka, dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu
dari kekayaan mereka. Ini terjadi sebelum ayat-ayat yang mengatur zakat
bersama dengan rincian dan disalur kan kekayaan yang diturunkan. Mengenai
arti kata-katanya, As-Saddi Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas mengatakan demikian.

YTafsirqu, “Tafsir Quraish shihab surah al-maidah ayat 137 https://tafsirg.com/5-Al-
Ma%27idah/ayat-13#tafsir-quraish-shihab diakses Minggu 7 Agustus 2022.
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Berkaitan dengan makna dari firman-Nya: Jadikan lah dirimu orang yang
pemaaf. Maknanya"menginfakkan kelebihan kekayaan dari yang kamu miliki".
Menurut Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-'afwa
dalam ayat ini adalah berlebihan. Mengenai arti kata-katanya, Abdur Rahman
Ibnu Zaid, Ibnu Aslam sehubungan dengan firman Allah dan surah Al-A’raf
ayat 199. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, selama 10 tahun,
bersikaplah toleran dalam memberi maaf dan berlapang dada terhadap kaum
musyrik. Kemudian Nabi diperintah kan untuk bersikap kasar kepada mereka.
Ini adalah pendapat yang dipilih lbnu Jarir, dan banyak orang yang sudah
meriwayatkan arti kata-katanya dari Mujtahid. Maknanya, tanpa mengeluh
tentang sikap dan tindakan orang lain. Hisyam Ibnu Urwah dari ayahnya telah
meriwayatkan bahwa Allah SWT berfirman: memerintahkan para utusannya
untuk mengampuni perbuatan dan perbuatan manusia (terhadapnya). Dalam
sebuah riwayat lain, maknanya adalah "berlapang dadalah dalam menanggapi

akhlak mereka."

Dalam kitab Sahih Bukhari, Hisyam, ayahnya, Ulwa, dan saudaranya
(yaitu Abdullah Ibnu Zubair) menyatakan bahwa ayat ‘Jadikan lah dirimu orang
yang pemaaf’ mengacu pada akhlak manusia. Diriwayatkan selain dari Bukhari,
Hisyam dikatakan oleh ayahnya, lbnu Umar. Menurut riwayat lain, disebutkan
oleh Hisyam, ayahnya, Siti Aisha, keduanya sama menyebutkan hal yang sama
seperti riwayat Said Ibnu Mansur, disebutkan oleh Abu Muawiyah, Hisyam dan
Wahb Ibnu Kaisan Apa yang pernah dikatakan oleh Abu Zubair sehubungan
dengan kata-katanya: ‘Jadikan lah dirimu orang yang pemaaf’ maknanya
berkaitan dengan akhlak manusia. Selanjutnya, ‘Demi Allah, selama saya
bergaul dengan mereka, saya akan bersikap sangat lapang dada.” Riwayat ini
paling banyak dikenal dan dikuatkan dengan adanya riwayat dari Ibnu Jarir dan
Ibnu Hatim mengatakan: Yunus memberi tahu kami, Sufyan lbnu Uyainah

memberi tahu kami dari Ubay, Allah telah menurunkan ayat ini pada Rasulullah.
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Rasulullah pun bertanya, "Jibril, apa artinya itu?" Jibril menjawab: "Allah telah
memerintahkan kamu untuk mengampuni perbuatan orang-orang yang telah
menganiaya kamu. Kamu telah menunjukkan kebaikan kepada orang-orang
yang telah menganiaya kamu, dan bersilahturahmilah kepada orang-orang yang

telah memutuskan silahturahmi mereka dari kamu.®

Dalil Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa ada perintah pengampunan
dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an
telah diturunkan sebagai sumber utama hukum Islam, yang berisi hukum pidana
Islam dan bukti (argumen) untuk semua orang.

2. Pemaafan dalam As-Sunnah

Sebagaimana sunnah sering disamakan dengan hadis yang artinya segala
perkataan, perbuatan dan taqrir adalah berdasar pada sandar Nabi Muhammad
SAW. Sebagai sunnah atau hadis adalah sumber (hukum) kedua dari mana
ajaran Islam berasal. Penegasan untuk identifikasi As-Sunnah sebagai sumber
hukum kedua, sebagaimana Al-Qur'an mengatakan:

dmé\c;dﬁcw@eﬂ:)@u\ﬁé‘cf\j\é}bd}u)n \yt_\l:\}n\m \ja_d:\ \}.m\u.\ﬂ\\.@_ﬂ_\
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa [4]: 59).

As-Sunnah merupakan bagian keseluruhan dari pesan Islam. As-sunnah

adalah bagaimana semua cara hidup Muslim. Demikian pula dalam hukum

18“Tasfisir Ibnu Katsir surah Al-araf ayat 199-200”
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-199-200.html diakses Minggu
7 Agustus 2022.
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Islam As-Sunnah adalah referensi ke dua setelah Al-Quran. Ada banyak hadis

rasulullah yang menjelaskan tentang pengampunan. Rasulullah pada hadis nya

mengatakan Allah SWT akan memuliakan manusia yang suka memaafkan. Ini
dijelaskan di bawah ini sebagai hadis Nabi Muhammad SAW :
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“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

Tiadalah harta itu berkurang karena sedekah, Allah tidak akan menambahkan

kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah

seseorang yang -merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan

mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim).*®

Pengampunan yang berkaitan dengan kejahatan diatur dalam sunnah.
Pengampunan pelaku tindak kejahatan adalah Sunnah karena mereka didasarkan
pada firman Allah mengatakan luka apa pun dikenai gishash dan bershadagah
(dapat dimaafkan) harus diganti dengan kifarat.?® Siapa pun yang meyakini

gishash berkewajiban untuk dapat memaafkan sepenuhnya tanpa kifarat.

Hadis lain menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah gishas maksudnya
bahwa Al-Qur'an seimbang dalam hal keadilan dan kebenaran, benar dalam Al-
Qur’an dan adil dalam hukumnya, bahwa Rasulullah bersabda bahwa Al-Qur'an
adalah Qishas:

o il 155 by e 40 B 0 05 30 G 9 e 0 Sl A 5
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Mushlih Sabir. Terjemah Riyadhus Shalihin 1, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,
2004), him. 317.

21bid, him 318.
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Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Munir dia mendengar
Abdullah bin Bakr As Sahmi Telah menceritakan kepada kami Humaid dari
Anas bahwa Rabayyi' (pamannya) pernah mematahkan gigi seri seorang budak
wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun
mereka (keluarga perempuan) menolak. Kemudian ditawarkan kepada mereka
denda, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi
shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan untuk digishash. Anas
bin An Nadhr berkata; wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan
dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya
jangan dipatahkan. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Ya
Anas, kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan
maaf. kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya
diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas
nama Allah maka Allah akan mengabulkannya."(HR. Bukhari)

Hadits ini juga menjelaskan bahwa keseimbangan dan kebajikan yang
ada dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada amalan Rasulullah ketika beliau
menetapkan - gishas sebagai hukuman kejahatan melukai badan, yaitu
mematahkan gigi seorang mukmin, dibalas dengan mencabut gigi pelaku, tetapi

karena keluarga pelaku telah memohon maaf, pelakunya mendapat ta’zir.?

Sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa hak wali korban adalah
gishash sebagai satu-satunya pilihan. Akan tetapi akan hilang hak itu apa bila
korban atau wali korban memaafkan pelaku. Sebagaimana diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas, dan seperti ini juga diriwayatkan oleh Qatadah, Mujahid, Atha’ dan
As-Suddi. Ibnul Arabi berkata dalam bukunya Ahkamul Quran. Sesungguhnya
riwayat Asyhab, salah satu dasar dan yang lain nazhar (pertimbangan) adapun
dasarnya adalah sabdanya Rasulullah :

8 O 5 38 O W) ol i 543 (3 41 U8 e

2bid, hlm. 226.
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“Barang siapa yang salah satu keluarganya terbunuh, maka ia bisa
memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa
mengambil gishash.” (HR. Al-Bukhary)

Berdasarkan hadis ini kemudian ia menghitung riwayat-riwayat dalam
hadis ini dan berakhir darinya secara keseluruhan. Sesungguhnya ia memberi
keterangan bahwa pembunuhan dengan sengaja, ada kalanya digishash jika wali
korban meneruskan atas gishash dan adakalanya membayar diyat jika wali

korban menggugurkan gishash darinya.??

Di dalam hadis ditegaskan bahwa meskipun korban ataupun wali korban
telah memaafkan pelaku yang berdasarkan pemahaman bahwa pemberian maaf
kepada pelaku berarti korban atau wali korban menyerahkan kembali hidupnya

bagi pelaku.

Hadis Rasulullah tentang pemaafan yang lainnya yaitu Abu Dawud, An-
Nasa’i, dan Al-Hakim menganggap sahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar
bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda:

Coa A8 3R fa Jal L 2800 L 30401 ) 53l

“Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah hukuman had yang
terjadi di antara kalian, sebab jika had telah sampai kepadaku maka wajib untuk
dilaksanakan” (HR. Abu Dawud no. 3476).2°

Saling memaafkan adalah seruan yang terdapat di dalam hadis ini
terhadap kejahatan-kejahatan sebelum diajukan nya ke persidangan. Hadis ini
juga berkaitan dengan kejahatan seperti mencuri yaitu kejahatan hudud tidak
memiliki pengaruh terhadap adanya pemaafan jika telah diajukan ke
persidangan. Karena itu hadis-hadis yang telah diatur ini menunjukkan
memaafkan sebagai sumber hukum pidana Islam kedua setelah Al-Qur'an. Oleh

22|pid, him. 228.

ZMustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana..., him. 57.
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karena itu ketentuan pemaafan oleh korban atau wali korban di atur secara jelas
di dalam sunnah terhadap pelaku tindak pidana.

B. Pemaafan menurut RKUHP

Rancangan pembahasan KUHP pada masa ini telah ditingkatkan menjadi
RKUHP yang ditunggu pengesahan nya dari lembaga legislatif menjadi undang-
undang yang baru yang akan menggantikan KUHP yang berlaku pada masa
sekarang ini. Di dalam RKUHP ini memuat semangat pembaharuan hukum
pidana salah satunya -adalah memasukan pemaafan sebagai pedoman
pemidanaan.

Konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak pada tiga
materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

1. Masalah tindak pidana;

2. Masalah kesalahan atau pertanggung-jawaban pidana; dan

3. Masalah pada pidana dan hukum pemidanaan.

Dalam RKUHP hadir pemaafan sebagai ketentuan pemidanaan bagi
hakim. Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi hakim dalam membuat
keputusan menjatuhkan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 dalam
RKUHP. Dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pemaafan dari korban atau
keluarga korban sebagai salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim.

Adapun terkait wujud pemaafan ditemukan dalam RKUHP vyaitu
terdapat pada pasal 55 ayat 1 yang menguraikan dalam pemidanaan wajib di
pertimbangkan:

a. kesalahan pembuat tindak pidana;

b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

c. sikap batin pembuat tindak pidana;

d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak
direncanakan;

e. cara melakukan tindak pidana;
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f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak
pidana;

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

I. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

J. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan atau

k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak
pidana adalah ketentuan pemidanaan bagi hakim dalam pertimbangan hakim
untuk menjatunkan putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga ada
pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan apakah perbuatan yang
dilakukan pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban

atau keluarga korban.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan dipengaruhi oleh
pemaafan dari korban atau keluarga korban artinya pemaafan dapat
mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman
bahkan hingga membebaskan pelaku tindak pidana apa bila pelaku tersebut telah
mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban.

Akan tetapi pemaafan dalam RKUHP hanya sebatas meringankan
hukuman bukan untuk menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku
pidana. Pemaafan tidak juga dapat menghilangkan kesalahan yang membuat
batalnya suatu putusan yang telah dibuat. Karena pemaafan yang diberikan oleh
korban atau keluarga korban hanya sebagai upaya agar hakim dapat
mempertimbangkan putusan bagi hakim dalam menetapkan putusan terhadap
pelaku tindak pidana.

Sementara dalam Pemaafan Hakim atau Rechterjijk Pardon secara

terminologi rechterlijk pardon dalam bahasa Belanda yang apa bila
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diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim secara garis
besar dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang
bertentangan dengan Undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat.
Pemaafan hakim ini bertujuan meniadakan pelaksanaan putusan pemidanaan
apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan
ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun pada dasarnya hukum harus
ditegakkan, untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan
mengesampingkan hukum itu sendiri. Adapun pemaafan hakim ini pada
prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu upaya koreksi terhadap
pemberlakuan asas legalitas secara ketat dan sebagai alternatif pidana

perampasan kemerdekaan jangka pendek.?*

Rumusan rechterlijk pardon dalam RKUHP per-September 2019 dapat
ditemukan pada Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut “Ringan nya perbuatan,
keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta
yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak
menjatuhkan  pidana  atau tidak  mengenakan tindakan  dengan

mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Adapun penjelasan pasal tersebut adalah “Ketentuan pada ayat ini
dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi kewenangan kepada
hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak
pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan
hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya”.

Rumusan Pasal 54 ayat (2) di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan

rechterlijk pardon Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984, dimana pada pokoknya

%Nefa Claudia Meliala, “Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan” Rechterlijk Pardon
(Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma
Keadilan Restoratif, Vol. 8, No. 30, Desember 2020, him. 562.
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hakim mempertimbangkan berat ringan nya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau
keadaan pada waktu atau setelah terjadi tindak pidana dalam memberi maaf,
akan tetapi kewenangannya sama dengan yang ada di KUHP di mana keadaan
yang berfungsi sebagai syarat pemaafan, akan tetapi tidak mengharuskan hakim

memberi maaf.



BAB TIGA
KRITERIA, UNSUR SERTA SEBAB PERBEDAAN DALAM
PEMAAFAN PIDANA

A. Kriteria Pemaafan Pidana
1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam

a. Jarimah Hudud
Terdapat beberapa kriteria jarimah dalam hudud seperti jarimah zina,
khamar dan murtad merupakan jarimah yang berkaitan dengan Allah. Bagi
pelaku zina akan dikenai hukuman dera jika yang berzinah itu adalah anak laki-
laki yang telah dewasa (tetapi belum menikah) dengan perawan yang akan
diganjar kan pukulan (dengan rotan, cemeti, dan sebagainya) sebagai hukuman

sebanyak seratus kali sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

B ) ) o 3 281 Lagy 806 Y 555 s el 25 05150818 31505 40 50
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“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

disaksikan oleh sebagian orang — orang yang beriman. (QS. An — Nur [24] :2)”

Namun apabila keduanya adalah janda dan duda, rajam adalah hukuman

yang akan diberikan sebagaimana ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Lo . oasf LB A L oTE o8 9N RT 0% BT B of ok Onge 1% L ET- % o Fon yab ceudl WXL
o sl (8 O 3Sald ) 53el (187 aS08 da ) (grle ) 3060 AU (e Alalal) Gl 0l 5
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“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara

perempuan—perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di

antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberikan kesaksian,
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maka kurung lah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (jalan lain) kepadanya.” (QS. An—Nisa
[4]:15).

Sementara Jarimah gadzaf, merampok serta mencuri merupakan jarimah
yang berkaitan dengan manusia sedangkan untuk jarimah pemberontakan itu
merupakan jarimah yang berkaitan dengan pemerintah

Bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina dikenai

delapan puluh kali dera sebagai hukuman sebagaimana firman Allah SWT :

Tagh Bl a4l 1585 5 s (it ah SR8 alsels daa sl 13 6 sl (y3as il
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“Dan orang — orang yang menuduh perempuan — perempuan yang baik

(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah

mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk

selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An — Nur [24]:
4).

Demikian pula bagi orang yang murtad (orang yang keluar dari agama

Islam) yang akan dikenai hukuman mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

yang dimaksud dalam terjemahan berikut:?®

S 15 e

“barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia” (HR.
Bukhari)

Bagi pelaku pencurian pun hukumannya telah atur secara tegas yakni

dikenai hukuman potong tangan sebagaimana dengan firman Allah SWT:

£€a e A5 (i YIEE UL Uy 5153 Lagandl ) 320808 48 0015 (5,015

ZMustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana..., 51
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“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(QS. Al-
Maidah [5]: 38)

Sementara untuk kejahatan hudud lainnya yang menyebabkan kerusakan
di muka bumi oleh orang yang melakukan jarimah ini dikenai hukuman mati
atau salib atau potong tangan dan kakinya secara silang atau diusir atau
diasingkan ke tempat yang di mana ia jauh dari kampungnya seperti pada firman
Allah SWT:

peiail o 5111 5a0a) 51 15EE) 1 1808 (W1 b 3y Al 33 A (3 a0 Caall 1508
ke e 35aY) b gl WA a oA 2 A Ea W) e 1588 5T GNs Ba gia i

“Hukuman bagi orang — orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya
dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.
Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka
mendapat azab yang besar (QS Al — Maidah [5] : 33).

Untuk pelaku atau pesuruh sengketa yaitu orang melakukan hal zalim
kepada orang lain akan mendapatkan hukuman mati sebagaimana ditegaskan

dalam Al-Qur'an sebagai berikut:
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“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya
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dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil.” (QS. Al — Hujarat [49]: 9).

Ditegaskan juga di dalam hadis bagi orang yang memecah belah umat
dalam keutuhan maka baginya adalah hukuman mati. Rasulullah SAW
bersabda:*®

O GAE Call § 3 ylmb fhea 2h 5 Calludll el (598 i)l e (Eilia o &AL A

“panti akan datang keburukan demi keburukan. Barang siapa yang
hendak memecah belah umat Islam dalam keutuhan nya, maka penggal

kepalanya dengan pedang siapapun orang nya.” (HR. Muslim)

Berlaku mutlak dan tidak dapat ditawar dalam penerapan jarimah hudud
sehingga orang yang menghalang-halangi pelaksanaan hukum dan menghambat
kelancaran penerapan hukum Allah maka dapat dianggap sebagai orang yang tidak
disukai Allah dan Rasulullah karena tindakannya yang bermaksud menggagal upaya
mewujudkan perbaikan dengan menghalalkan perbuatan kejahatan dan melepaskan
tertuduh dari segala akibat hukum yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, salah satu
dari bentuk pertolongan itu upaya yakni memberikan pemaafan yang dilakukan

sebelum perkara naik ke ranah hakim.?’

Abu Dawud, An-nasa'i dan Al-Hakim menganggap bahwa hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Amar bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya bahwa
Rasulullah bersabda:?®

G538 35 b il L &0 g 50800 ) 38

“Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah hukuman had yang
terjadi di antara kalian, sebab jika had telah sampai kepadaku maka wajib untuk
dilaksanakan” (HR. Abu Dawud no. 3476).

%8Ibid, him. 52.
2Tlbid, him. 57.
2bid.
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Para pengarang kitab As-Sunnah dan Ahmad pernah mengeluarkan hadis
dari Safwan bin Ummayah yang menceritakan bahwa Nabi pernah berkata
kepadanya (Safwan) pada saat akan memotong tangan seseorang yang telah
mencuri selendangnya. Menjelang pelaksanaan hukuman, Safwan menjelaskan
bahwa dia telah memaafkan orang yang mencuri selendangnya. Keterangan itu
jawab oleh Rasulullah:?®

U5 it of B3 5b ollal e U080 5 5 LE0a 06 i LEha 06 ¢Slal) (5 0% (1l
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Telah mengabarkan kepadaku Hilal bin Al 'Ala’ telah menceritakan
kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan
kepada kami Abdul Malik yaitu Ibnu Abu Basyir telah menceritakan kepadaku
Ikrimah dari Shafwan bin Umayyah bahwa dia melakukan Thawaf di Ka’bah
dan melakukan shalat kemudian melipat selendang nya dan meletakkannya di
bawah kepala kemudian tidur. Lalu datanglah seorang pencuri kepadanya dan
mengambil selendang tersebut dari bawah kepalanya. Shafwan menangkapnya
dan membawanya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Dia berkata; "Orang
ini telah mencuri selendang ku. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda kepadanya: "Apakah engkau mencuri selendang ini?" orang tersebut
mengatakan; "Ya." Beliau bersabda: "Pergilah bawalah orang ini pergi dan
potonglah tangannya." Shafwan berkata; "Saya tidak menginginkan tangannya
dipotong karena selendang ku." Kemudian beliau bersabda: "Seandainya engkau
katakan sebelum ini." Asy'ats bin Sawwar menyelisihi hal ini. (HR. Nasa’i).

2lpid.
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Ada seorang wanita dari suku Mahkzumi yang meminjam perhiasan
kepada seseorang akan tetapi dia tidak mau mengakui pinjaman itu, diceritakan
oleh Aisyah bahwa karena ingkar, Nabi menyerukan agar wanita itu dipotong
tangannya namun keluarga wanita tersebut datang kepada Usamah bin Zalid
(yang memberi pinjaman) untuk membicarakan persoalan itu dan hasil

pembicaraan tersebut diceritakan pada Nabi, lalu beliau mengatakan bahwa:*

bk Catalall 208 (3%l 5 ¢ 538 B i Ll g8 (5l A5 L 2818 (R e GllAL)
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“hai Usamah aku tidak setuju atas tindakan mu memberi ampunan dalam
masalah yang menyangkut hukum Allah.” Kemudian beliau bersabda: orang-
orang sebelum kamu telah binasa karena telah membiarkan kalangan terhormat
melakukan pencurian. Bila rakyat awam yang melakukan pencurian, barulah
mereka menghukumnya dengan potong tangan. Demi Allah yang jiwaku ada di
tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan pencurian

pastilah aku potong tangannya. (HR. Ahmad, Muslim dan An-nasa'i)

Menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggerogoti nama
baiknya merupakan salah satu bentuk Hudud. Tidak diperkenankan menyakiti
serta menghapus kehormatan seseorang kecuali berdasarkan atas haq dari Allah.
Tidak menjamin suatu dasar haq atau tidaknya kecuali dengan adanya bukti-

bukti yang kuat dan tidak meragukan.3!
Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata:3?

SN A Y AT 15188 5 A0 AT 8 A s G Gl e 3,801,853 )
Al er bl G e AR Sl 8 el

¥Ibid, him. 58.
bid.
2pid.
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“hindari hukuman had dari kaum muslimin, selagi masih mungkin. Jika
ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, biarkanlah dia terbebas.
Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberikan ampunan dari pada keliru

dalam memberikan hukuman.” (HR. Tirmidzi).

Pada dasarnya dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan baik oleh
perseorangan maupun ulil amri (pemimpin). Dalam penegakan hukum harus
didasarkan kepada keyakinan tanpa keraguan karena itu hakim harus
menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan. Apabila alat bukti belum
meyakinkan dan prasangka masih belum dapat dibuktikan atau masih
meragukan, prasangka tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan
hukum, karena kekeliruan bersumber dari keraguan sebagai mana Rasulullah
SAW pernah bersabda:*

R ERIRECRCS ERTREVE R

“tolaklah hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk mengelakkan
nya. (HR. Ibnu Majah)”

b. Jarimah Qishas

Dalam jarimah Qishash diuraikan secara umum antara lain:**

1) Pembunuhan sengaja;

2) Pembunuhan semi sengaja;
3) Pembunuhan keliru;

4) Penganiayaan sengaja;

5) Penganiayaan;

Pembunuh tidak disengaja atau semi sengaja merupakan seseorang yang

bermaksud melukai orang lain dengan sesuatu (alat, benda) yang diketahui

%bid, him. 59.
$1bid, him. 71,
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secara umum tidak mematikan, akan tetapi malah menyebabkan kematian bagi

orang yang dilukai tersebut. Maka pembunuhan seperti ini tidak dikenai hukum
qishas berdasarkan riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a mengatakan:*®

L b o O30 Lk JiyUe &5 s Wl 5 o 320 R L i e (s 250 &) 9
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“Dari Nabi SAW yang bersabda, ‘orang yang terbunuh dengan

kekeliruan, tetapi sengaja seperti orang yang terbunuh dengan cambuk dan

tongkat. Pelakunya wajib membayar diyat 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya

adalah unta betina yang tengah hamil.” (HR. lbnu Majah).

Ditegaskan juga dalam hadis lain merawikan dari berdasarkan sabda
Rasulullah SAW:3®
YT e il 48 Liaal) 5 o 300 (i ok O &) Y

“Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan mirip sengaja,
korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diyat nya 100 onta” [HR Ibnu Majah
no 2618 dan dishahih kan al-Albani dalam kitab Shahihul-Jami’ no 2638]

Berdasarkan firman Allah bahwa setiap luka harus dilakukan gishas dan
barang siapa yang bershadagah (memaafkan) maka harus diganti dengan kifarat
karena itu memaafkan pelaku tindak pidana adalah sunnah. Barang siapa yang
mewajibkan qishas maka harus memaafkan dengan mutlak dengan tanpa
pengganti dan diharuskan membalaskan sikap pemaafan itu dengan kifarat.*’

Bagi keluarga korban terdapat dua kebaikan yaitu jika memutuskan
untuk membunuh pelaku (qgishas) atau jika ingin mengambil diyat dari pihak
pelaku. Maka dari kedua pilihan ini seandainya keluarga berbesar hati

memaafkan si pelaku membuat gugur nya hak yang berkaitan dengannya namun

% 1bid,
%1bid.
1bid. him. 73
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karena pembunuhan itu merupakan hak Allah maka diyat harus dilaksanakan
sebagai penghapusan atas hak Allah.®

Memaafkan gishas-diyat menurut pemahaman Imam Syafi'i dan Imam
Ahmad adalah suatu pemaafan gishas-diyat tanpa imbalan apapun, sedangkan
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemaafan terhadap
diyat dapat dilaksanakan atas dasar kerelaan pelaku yang dimaksudkan bahwa
memaafkan diyat bukan sebagai pemaafan tapi perdamaian sehingga yang
berhak memaafkan gishas adalah orang yang berhak menuntutnya.®® Kalangan
para ulama sendiri tidak ada perbedaan mengenai kebolehan perdamaian dan
hapus nya hukuman gishas, melalui perdamaian pihak pelaku dapat membayar

lebih kecil sama atau lebih besar dari pada diyat.

Rasulullah bersabda:*°
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“Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada
keluarga terbunuh, bila mereka menghendaki maka boleh membunuhnya dan
bila mereka menghendaki mereka boleh mengambil diyat 30 ekor higah, 30
jadzah dan 40 ekor unta hilfah dan diyat ditentukan berdasarkan perdamaian
itulah hak mereka” (HR Ibnu Majah no 2626 dan dihasan kan al-Albani dalam
Irwa’ 2199 dan Shahihul-Jami’ no. 6455)

Mereka yang berhak berdamai adalah mereka yang berhak
melakukannya memaafkan dengan qishas, gishas diturunkan dalam keluarga
sehingga bisa dihilangkan jika diwariskan kepada ahli waris korban, jika ahli

warisnya adalah anak si pembunuh, yaitu penuntut dan orang yang bertanggung

%bid, him. 74.
¥lbid.
“Ibid, him. 152
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jawab qishas adalah orangnya. Misalnya, terjadi suatu pembunuhan A
membunuh saudaranya yang tidak memiliki ahli waris, maafkan orang yang
melakukan pembunuhan atau melukai korban (keluarga) sangat dianjurkan dan
terpuji tetapi bukan berarti pembunuhnya tidak dihukum dan sanksinya ditetap

oleh Ulil Amri, sebab pembunuh telah melanggar hak adami dan hak Allah.*

Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dalam memahami
firman Allah bahwa sesungguhnya al-‘afwu yaitu pemaafan yang sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah:
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“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara

yang baik (pula).”

Adapun yang dimaksud pemaaf disini adalah pemberian. Maka
pemaafan terkadang dimaksudkan dengan penghilangan dan terkadang
dimaksudkan dengan pemberian, dan arti-yang terakhir adalah yang rajih (kuat)

dalam kedudukan ini.*?

Sebagaimana ketentuan pemaafan yang terdapat di dalam Al-Qur'an
yang menjadi sumber hukum Islam utama. Selanjutnya pemaafan yang
dimaksud memberi maaf tanpa mengharapkan imbalan yang dituangkan ke
dalam sunnah: “Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya.” Jadi barang siapa yang mengutamakan saudara nya diatas dirinya,

maka hendaklah ia memberi dengan baik dan memaafkan dari gishas, ketika

“bid.

42Syaikh Ahmad Muhammad Al Husairi, Tafsir Ayat — Ayat Ahkam (Jakarta : Pustaka
Al — Kautsar, 2014), him. 226
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mereka mengambil diyat dan menjawab dengan kebaikan dan kewajiban pelaku
untuk menunaikan. Di dalam ayat ketika itu tidak ada yang menunjukkan
kewajiban pelaku membayar diyat, ketika wali korban memaafkan atau
merelakan nya. Tidak memiliki hak wali korban kecuali gishas berdasarkan ayat
Al-Quran yang telah lampau. Maka dari itu ketika wali korban memaafkan
sampai pada diyat dan pelaku tidak menerima, pelaku tidak dipaksa membayar

diyat kepada wali korban.*®

Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hanifah, dan mereka berkata,
sesungguhnya sunnah Rasulullah juga demikian yang mana pembunuhan
dengan sengaja adalah qishas kecuali jika wali korban memaafkan orang
tersebut.** Dalam pendapat ini bahwa tersirat yang ingin katakan adalah
sesungguhnya Rasulullah menyatakan bahwa hak wali korban adalah gishas saja
tanpa memilih yang lain. Namun gugurlah hak gishas itu ketika korban atau wali
korban memaafkan pelaku.

Namun masih ada perbedaan di kalangan ulama Islam tentang diyat
dalam pemaafan ini disebabkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa
walaupun korban atau keluarganya memaafkan, namun pelaku tetap harus
membayar diyat kepada korban atau keluarganya. As-Syafi'i dan pengikutnya
dalam riwayat Asyhab dari Malik berpendapat sesungguhnya wali korban
berhak memilih antara gishash dan ampunan sampai diyat, mereka memahami
seperti ini dari nash, yaitu firman Allah dengan terjemahan sebagai berikut :
Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang
diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang
baik (pula). Mereka berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan al’afwu

(maaf ) di sini adalah penghilangan sehingga itu menjadi arti ayat, artinya

“Ibid.
“Ibid.
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pelaku dibebaskan dari gishash, maka ia wajib membayar diyat dengan cara
yang baik. Atas dasar pemahaman ini pada nash, maka yang mewajibkan pelaku
pembunuhan dengan sengaja adalah salah satu dari dua hal kemungkinan:
mungkin gishash dan mungkin pemaafan yang mengarah ke diyat. Dan apapun
yang dipilih wali korban, pelaku dipaksa atas itu.*®
Diriwayatkan dari lbnu Abbas, sesungguhnya pemaafan menerima diyat
dalam pelaku pembunuhan sengaja, dan seperti ini juga diriwayatkan oleh
Qatadah, Mujahid, Atha’ dan As-Suddi. Ibnul Arabi berkata dalam bukunya
Ahkamul Quran : Sesungguhnya riwayat Asyhab, salah satu dasar dan yang lain
nazhar (pertimbangan) adapun atsar adalah sabdanya Rasulullah :
8 O a5 53 O W) sl jias 543 (3 41 U8 e

"Barangsiapa yang salah satu keluarganya terbunuh, maka ia bisa
memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa
mengambil gishash."

Berdasarkan hadis ini kemudian ia menghitung riwayat-riwayat dalam
hadist ini dan berakhir darinya secara keseluruhan. Sesungguhnya ia memberi
faedah bahwa pembunuhan dengan sengaja, ada kalanya di gishash jika wali
korban meneruskan atas gishash dan adakalanya membayar diyat jika wali

korban menggugurkan gishash darinya.*®

Rasulullah sendiri bahkan senantiasa menyarankan agar para wali korban
untuk memberi maaf nya. Orang-orang Laits pernah diberikan harta yang sangat
banyak oleh beliau agar mereka mau memaafkan dan tidak menuntut dilakukan
nya gishas. Namun tentu hak korban harus diperhatikan juga karena mereka
adalah orang yang mengalami kerugian dalam hal ini disebabkan salah satu
anggota keluarga mereka yang meninggal dengan cara dibunuh, padahal

“1bid.
%6 1bid, him. 228.
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membunuh adalah sebuah perbuatan dosa besar. Maka menjadi keutamaan yang
nilainya sangat tinggi jika mereka mau memaafkan dan jika mereka hendak
menuntut hak mereka tentu bukan sikap yang adil jika hak tersebut dihambat.*’
Tidak hanya keluarga korban yang disarankan memberi maaf, tapi
pemerintah juga patut mendorong dan memerintahkan agar keluarga korban
memberi maaf dalam kasus pidana pembunuhan, sebagaimana yang dijelaskan

dalam hadist Rasulullah yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:*8

Diceritakan oleh Anas bin Malik dengan terjemahan :
a8 DAl V) Gm Vi 48 (8 ) iy s il 4 e 2 00 5 L O el o o (e
sially
“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah
menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha
bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat
Nabi shallAllahu ‘alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada

Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan.” (HR. Abu Dawud).

Ditunjukkan dalam hadis ini bahwa pemerintah berfungsi untuk
mendorong dan menekankan agar hukuman gishas dapat dihindari sebisa
mungkin. Ditegaskan juga bahwa Islam pada dasarnya tidak menginginkan
adanya korban nyawa dan sangat menjaga kehidupan. Diberbagai media
nasional dalam praktek gishas kontemporer yang memberitakan bahwa
pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan banyak upaya kepada keluarga
korban pembunuhan berupa negosiasi pada kasus-kasus pembunuhan yang
terjadi disana.

Oleh karena itu, pengampunan oleh korban dan/atau keluarga korban
kepada pelaku kejahatan gishas dapat dibenarkan bahkan dicabut hukumannya.

#Ibid, hlm. 73.
“BIbid, hlm. 73-74.
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Namun masih ada perdebatan antara pengampunan tanpa harus membayar diyat
dengan pengampunan yang diyat harus dibayarkan kepada korban dan/atau

keluarga korban.

c. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir merupakan segala jenis tindakan yang tidak diatur secara
tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Baik secara teknis, jenis dan pelaksanaan
jarimah ta'zir ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat memalui kekuasaan
yang sah bertugas untuk hal ini, membuat jarimah ta’zir menjadi sangat banyak
dan tidak terbatas.*® Tidak ditentukan dalam syara’ macam-macam hukuman
bagi setiap jarimah ta’zir tapi hanya menyebutkan dari hukuman yang paling
ringan hingga hukuman yang berat. Oleh karena itu diberikan kebebasan kepada
hakim untuk memilih hukuman yang mana sesuai dengan jarimah ta’zir serta
keadaan si pelaku. Maka dari memiliki batasan tertentu dalam hukuman jarimah
ta’zir.> Karena berlaku bagi setiap orang yaitu orang yang sehat akalnya, apa
bila melakukan kejahatan baik itu perempuan atau laki-laki, dewasa ataupun
anak-anak, kafir maupun muslim, akan dihukum dengan hukuman ta’zir sebagai
ganjaran baginya.

Pembagian jarimah ta’zir dapat diklasifikasikan dalam beberapa

klasifikasi yaitu sebagai berikut:>!

Dilihat dari hak yang dilanggar tindak pidana ta’zir dibagi menjadi tiga

yaitu :

1) Tindak pidana ta’zir yang menyinggung hak Allah..

“SM. Nurul Irfan, Hukum Pidana..., him. 29.
01pid, him. 93

SlAhmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), him.
255
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a) ta’zir yang berasal dari kejahatan hudud atau gishas, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi seperti pencurian yang tidak mencapai
nishab atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

b) ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi hukumannya
belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan
timbangan

C) ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat

2) Tindak pidana ta’zir yang menyinggung hak individu.

a) tindak pidana ta’zir yang berkaitan kemaslahatan individu.

b) tindak pidana ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan dan
kerusakaan akhlak

3) tindak pidana ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

a) ta’zir karena melakukan perbuatan membahayakan kepentingan dan
keamanan umum.

b) ta’zir karena melakukan pelanggaran.

C) ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh
syara’. Jenis ta’zir ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri untuk
menetapkan hukuman, seperti disiplin pegawai pemerintah.
Berkaitan dengan hukuman ta’zir menjadi sangat menarik karena

dalam kejahatan ta’zir dibagi ke dalam empat bagian besar yaitu:5?

1) Hukuman ta’zir dengan badan seperti hukuman mati dan dera.

2) Hukuman ta’zir dengan kemerdekaan seperti hukuman penjara dan
pengasingan.

3) Hukuman ta’zir dengan harta seperti perampasan harta dan

4) Hukuman ta’zir dengan lainnya seperti peringatan keras, nasihat,

pengucilan, pemecatan serta pengumuman kesalahan secara terbuka.

52|pid, him. 258.
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Penerapan hukuman mati pada jarimah ta’zir dikemukakan oleh sebagian
fugaha Syafi’iyah ketika kasus penyimpangan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah
seperti penyebaran aliran sesat. Karena itu ditetapkan hukuman mati kepada
pelaku homoseksual (liwath) berdasarkan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh
lbnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:®3

a3 Oaiall 5 Je il 1 H8E I ol o 58 Oae Jang s 6085 ) G

“barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth
(homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Tirmidzi, Abu

Dawud, dan selainnya)

Dapat berbeda hukuman satu pelaku dengan pelaku lain dalam jarimah
ta'zir berdasarkan kondisi masing-masing pelaku. Dapat dipertimbangkan dalam
menetapkan putusan agar dibebaskan atau diringankan apa bila orang tersebut
adalah orang baik-baik dan terhormat yang terjerumus melakukan tindak pidana
ta’zir. Akan tetapi sebaliknya seseorang melakukan tindak pidana ta’zir dengan
perilakunya yang memang tidak baik maka dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

Ini berkenaan dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:>*

55 280 9 2gil e gl o8B0 OB g adle 0 o Glgte A o 5 e (e
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“Dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw. bersabda: ringankanlah hukuman
untuk orang yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam jarimah
hudud.” (diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi).

Begitu juga dalam pemaafan korban atau wali korban kepada pelaku
yang ditetapkan hukuman ta’zir. Dapat diberikan oleh korban dan wali korban

maupun Ulil Amri sama juga dengan orang yang diberikan hukuman mati

53Ibid, him. 259.
41bid, him. 254.



46

karena dihukum ta’zir memiliki hak memperoleh ganti rugi berbeda dengan
jarimah hudud yang tidak memberlakukan hal ini. Namun Imam Malik dan Abu
Hanifah berpendapat bahwa kematian akibat hukuman ta’zir tidak menyebabkan
ganti rugi apapun karena baik dalam hal ta’zir maupun hudud adalah sama.
Khalifah Umar menjadi alasan diberikannya ganti rugi karena tindakan nya yang
menggertak seorang wanita sehingga wanita tersebut merasa perutnya sakit
(mulas) sampai janinnya gugur dalam keadaan mati. Karena hal itu Khalifah

Umar membayar dan menanggung ganti rugi janin tersebut.>

Adapun dalil yang diberikan para fugaha tentang kebolehan pemberian
maaf dalam jarimah ta’zir sebagaimana sabda Rasullah SAW:
| Aaa) 355 1855 agiulaa (el 1)
“Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.” (HR. Muslim).
Dalam hak individu di dalam jarimah ta’zir yang mendapat penghapusan
pidana disebabkan pemberian pemaafan sebelum pengajuan gugatan, maka
pemaafan tersebut dapat menghapus gugatan. Sementara dalam ta’zir berkaitan
dengan Allah yang mana bergantung erat pada kemaslahatan, yaitu apabila Ulil
amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih baik dengan memberikan maaf

kepada si pelaku maka Ulil amri dapat memberikan maafnya.

Dengan adanya kebolehan individu dalam hal ini korban dan walinya
memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana maupun pemaafan yang
diberikan Ulil Amri mewujudkan perbedaan dasar antara jarimah ta’zir dan

jarimah hudud.

2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif
Alasan pemaafan yang sebelumnya diatur dalam KUHP merupakan

alasan yang meniadakan kesalahan pada diri seorang pelaku kejahatan sehingga

S51bid, him. 255.
6A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), him 223.
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menyebabkan tidak dipidana nya si pelaku kejahatan. Macam-macam alasan
pemaaf ada pada pasal-pasal berikut:

o

Pada pasal 44 KUHP bahwa ‘ketidak mampuan bertanggung jawab.’
. Pada pasal 49 KUHP ‘daya paksa (overmacth).
c. Pada pasal 49 ayat (2) KUHP ‘pembelaan terpaksa yang melampaui

O

batas.’

d. Pada pasal 51 ayat (2) KUHP ‘menjalankan perintah jabatan tanpa
wewenang.’

e. Pada pasal 54 ayat (1) RKUHP pada point J 'pemaafan dari Korban
dan/atau keluarganya; dan/atau’

Kriteria di atas yang menjadi dasar dalam pegangan dalam pemberian
putusan pemaafan dengan ada konsep pembaharuan RKUHP pembahasan
mengenai Pemaafan Hakim (rechterlijk pardon) yang telah diatur memiliki
beberapa macam unsur agar putusan pemaafan hakim dapat diberikan dalam

suatu perkara yang tersirat dalam pasal pengaturannya yaitu Pasal 56 ayat (2).

B. Unsur Pemaafan Pidana
1. Berdasarkan Hukum Pidana Islam

a. Jarimah Hudud
Jarimah yang termasuk ke dalam hudud seperti zina, gadzaf (tuduhan
zina), minum minuman keras, mencuri, merampok, pemberontakan serta
murtad.%” Berdasarkan kriteria jarimah hudud yang mana bahwa dalam jarimah
hudud seperti jarimah zina, khamar dan murtad merupakan jarimah yang
berkaitan dengan Allah. Sementara Jarimah gadzaf, merampok serta mencuri
merupakan jarimah yang berkaitan dengan manusia sedangkan untuk jarimah

pemberontakan itu merupakan jarimah yang berkaitan dengan pemerintah.

SAbdul Qadir Audah, 4! Tasyri’al Jinai al Islami, (Muassasah Al-Risalah, Beirut :
1987), him. 81.
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Dalam jarimah yang berkaitan dengan Allah dan menjadi hak Allah
dalam mengampuni perbuatan tersebut apabila si pelaku jarimah telah bertobat
sehingga pemaafan dalam jarimah yang berkaitan dengan Allah tidak sebagai

pemaafan melainkan pertobatan. Hal ini berdasarkan firman Allah :

h AP Gkea G S0 PN 4237 G 15 Y 20l e 158500 Gl Goalial O
g

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah-mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah

Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zummar [39] : 53)

Sementara dalam jarimah hudud yang berkaitan dengan manusia yang
apabila orang yang menjadi korban belum melaporkan maka dapat memberi
pertolongan dengan melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan
memberikan pemaafan yang mana jarimah tersebut ialah pencurian, merampok

dan gadzaf (tuduhan zina).

Apa bila dalam jarimah ta’zir korban dalam hal ini si pemilik harta
belum melaporkan ke pihak yang berwajib dan kemudian memaafkan maka hal
membuat si pencuri tadi tidak jatuhi hukuman had, namun jika telah diajukan
maka harus dijatuhkan hukuman tersebut. Shafwan bin Umayyah merupakan
sahabat Rasulullah SAW yang selendang nya telah dicuri. Pencuri itu telah
ditangkap, kemudian dibawa menemui Rasulullah SAW. Setelah dilakukan
pemeriksaan terhadap pencuri tersebut, dan ia telah mengaku. Lalu atas dasar
perintah Rasulullah untuk memotong tangan si pencuri, namun sebelum itu
terjadi Shafwan meminta kepada Rasulullah agar pencuri itu dibebaskan karena
ia bersedia membebaskan pencuri tersebut. Rasulullah bersabda:®®

8Sayyid Sabiq, Fighussunah, (Darul Kitab Al-Araby, Beirut : 1973), him. 500.
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“Tidak apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia
(pencuri) kepadaku.”

Sementara dalam had gadzaf (menuduh orang lain berzina), berdasarkan
gugatan balik dari orang yang tertuduh, hukuman baru bisa dijatuhkan apabila
ada tuntutan dari pihak korban (dirugikan) dalam perihal ini akan menjadi gugur
gugatan nya apabila korban memaafkan hal ini menjadi pengecualian dalam
jarimah hudud disebabkan berhubungan erat pada kehormatan orang yang telah
dituduh berbuat zina.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadzaf termasuk
dalam hak Allah, akan tetapi seorang hampa pun mempunyai hak untuk
menolak dan mencegah dari tercemar kan nama baik si penuduh, apabila telah
terbukti dan dapat dibuktikan bahwa tuduhan itu benar maka hukuman harus
tetap dilaksanakan. Namun dalam pengajuan kepada pihak berwajib menjadi

hak tertuduh, karena itu merupakan hak asasinya.*

Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa gadzaf itu hak manusia,
bahwa hukuman gadzaf dapat gugur apabila dimaafkan dan seorang hakim tidak

dapat menjatuhkan hukum kecuali tertuduh menuntut.®°

Jarimah pemberontakan atau Al-Baghyu yang mana orang-orang berniat
menuntut, memecah-belah dan mencari hal yang tidak halal dalam ajaran Allah
baik dalam kezaliman ataupun dosa seperti adanya niat melawan hukum dan
membangkang kebijakan seorang kepala negara yang mana pemaafan tersebut

ada di tangan Ulil Amri arau kepala negara yang mana dapat memaafkan

%Abul A’la Al-Maududi, Basamalah, Kejamkan Hukum Islam, (Gema Insani Press,
Jakarta : 1995), him. 101.

®Nurwahidah, ljtihad Jurnal Kopertais, Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar
Pengadilan Menurut Hukum Islam Wilayah XI, Vol. 13, No. 23 (Kalimantan : 2015)
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pemberontakan tersebut manakala itu merupakan hal yang baik untuk semuanya
dan mendatangkan maslahat baginya dengan mendamaikan mereka.

Sebagaimana dengan firman Allah :

> Lon o ut [ IRXS Tooyos Mo %a- 845G aqo (osve TE | efead| <. LTS R TN
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-
Hujarat [49] : 9).

b. Jarimah Qishas

Perbuatan yang termasuk dalam jarimah gishas adalah pembunuhan
sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan
penganiayaan tidak sengaja. Dalam jarimah qishas korban atau wali korban
dapat memberikan syafa’at, baik perkara tersebut sudah dilaporkan kepada yang
berwenang atau belum. Dalam keadaan tersebut korban atau wali korban
memberi pemaafan, sehingga pelaku dapat bebas sama sekali dari hukuman,
maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta’zir bila perkara sudah dilaporkan
kepada pihak berwajib. Adapun korban dan wali korban memiliki wewenang
dalam mengampuni/memaafkan gishas, baik dengan imbalan diyat atau tidak
menggunakan imbalan sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman
qishas, hakim masih punya hak untuk menjatuhkan hukuman ta’zir yang di

anggap sesuai.®!

61Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Bulan Bintang, Jakarta: 1990), him.
348
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Tentang pemaafan gishas ini para ulama telah sepakat bahwa menyebut
ini lebih utama dari pada menuntutnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

S &y 3Hand Uy ) 52885 Ol )50 ¥ 5 8 580 S 1583 8

“...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah
kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat
segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Bagarah [2]: 237)

Pengampunan dalam gishas menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
yaitu pemaafan gishas yaitu menggantinya dengan diyat atau memaafkan tanpa
imbalan sesuatu apa pun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah, pengampunan adalah pemaafan gishas dan tanpa imbalan apapun,
adapun memaafkan dengan diyat bukanlah pengampunan, melainkan
perdamaian.®?

Pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan berhubungan langsung

dengan hak Allah karena telah melanggar larangan nya:

“Dan barang siapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah jahanam. la kekal di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta-menyediakan azab yang besar baginya”.
(QS. An-Nisa [4]:93)

Namun jika ia telah mendapatkan maaf dari keluarga korban. Maka
mereka boleh mengambil diyat darinya 30 ekor higgah, 30 jadzah dan 40 ekor
unta hilfah menjadi hak mereka. Selanjutnya dimana perbuatan jarimah gishas
tersebut berdasarkan unsur ketidak sengajaan yang mana seperti pembunuhan

serupa sengaja, pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan tidak disengaja.

62H.A. Djazuli, Figh Jinayah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996), him 12.
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Adapun yang mendapatkan pertimbangan dalam penganiayaan sengaja sedang
pembunuhan disengaja sebagaimana yang telah dijelaskan:
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“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa
membunuh seorang yang beriman Kkarena tersalah  (hendaklah) dia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari
kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia
(si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah.
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.(QS. An-nisa [4]:92)

C. Jarimah Ta’zir
Ulama membagi jarimah Ta’zir menjadi dua yaitu berkaitan dengan hak
Allah dengan hak hamba.’® Wahbah al-Zuhaili berpendapat sejalan dengan

pembagian ulama tersebut bahwa pembagian hukuman ta’zir berkaitan erat

8H.A. Djazuli, Figh Jinayah..., him. 162
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terhadap pelanggaran hak Allah dan Ta’zir yang berjalan pada pelanggaran hak
individu, tidak pada jama’ah kaum muslimin.%*

Adapun jarimah yang terhadap hak adalah adalah semua yang memiliki
kaitan dengan kemaslahatan umum seperti pada percobaan: pemberontakan,
perampokan, pencurian, perzinaan dan menjadi mata-mata musuh, menyebarkan
dan membuat fitnah serta sejenisnya. Sementara jarimah yang bersangkutan
dengan hak hamba yaitu semua yang mengancam kemaslahatan seorang
manusia, seperti menghina orang, menipu atau mengicu timbangan dan tidak
membayar hutang padahal dia adalah orang yang mampu. Penyelesaian dalam
jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah dapat dibawa ke pengadilan
karena tidak harus ada gugatan dari korban serta memiliki kemungkinan ulil
amri memberi maaf bila hal itu akan membawa kemaslahatan dari pada
menjatuhkan hukuman pada pelaku.

Berdasarkan jarimah ta’zir, korban dapat memberikan pengampunan
dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.®® Para fugaha
sepakat pengampunan dalam jarimah ta’zir itu haruslah dengan hak perorangan
yang berhak memaafkan adalah pihak korban, sedangkan yang berkaitan dengan
hak Allah hanya Ulil amri yang dapat memaafkan. Dan apa bila hak itu
berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jama’ah, maka bila
korban telah memaafkan, maka tinggal satu lagi hak yaitu hak Allah maka
hakim masih boleh menghukumnya. Adapun hak Allah dapat dimaafkan apa
bila:

1) Jika Pemaafan yang merupakan hak adami (manusia) diberikan sebelum
pengajuan gugatan kepada hakim, maka ulil amri bisa memilih antara

menjatuhkan sanksi ta’zir atau mengampuninya.

®Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Pena Grafika, Jakarta 2012), him.
150.

85 Ahmad Hanafi, Asas-Asas..., him. 10



54

2) Jika Pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim
oleh korban, maka fugaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak ulil
amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak
masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak ulil amri itu menjadi
hapus dengan adanya pencabutan gugatan oleh korban, pendapat ini
dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan Ahmad bin Hambal
sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil amri untuk
menjatuhkan hukuman berkaitan dengan hak jama’ah, baik itu sebelum

gugatan atau sesudahnya tidak dapat di hapus.

2. Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Berikut pasal-pasal yang menjadi patokan diberikan nya alasan
pemaafan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Berdasarkan pada pasa 44 KUHP.

Terkait tentang pertanggung jawaban pidana yaitu pada ayat (1) bahwa :
Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung
jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena penyakit tidak dapat dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak
dapat di pertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya
cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

orang itu mendapat masa percobaan: satu tahun paling lama di rumah sakit jiwa.

Untuk perbuatan kejahatan seseorang yang dapat dikenai hukuman maka
ila harus mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko
perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan
kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggung jawab terhadap

perbuatannya.
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Adapun pada pasal 44 KUHP menyebutkan seseorang tidak dihukum

karena perbuatan nya tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan adanya

unsur-unsur seperti:%

1)

2)

Kecerdasan tidak sempurna, yaitu daya pikir, kemampuan berpikir,
kecerdasan akal. Mereka yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu
idiot, imbicil (dungu), buta, tuli dan bisu mulai dari lahir. Mereka tidak
benar-benar sakit, akan tetapi-mereka terlahir cacat, jadi pikiran tetap
seperti anak-anak. ldiot yang dialami oleh orang yang memiliki 1Q
(Intelligence Quotient) di bawah 25. Kecerdasan tidak bisa berkembang,
tidak dapat memahami apa pun, tidak dapat mempelajari apa pun dan
mereka tidak memiliki naluri mendasar, tidak memiliki kemampuan
untuk membela dan melindungi diri mereka sendiri. Kelesuan dialami
oleh orang dengan 1Q (Intelligence Quotient) antara 25 dan 49. Tingkah
laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7
Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya
kosong dan ketolol-tololan. Secara umum, mereka tidak dapat
mengontrol atau mengurus dirt sendiri. Namun, mereka dapat belajar
bereaksi terhadap bahaya dan belajar melindungi diri dari bahaya fisik
itu.

Sakit berubah akalnya. Kegilaan, histeria, epilepsi, melankolis, dan
berbagai kegilaan lainnya termasuk dalam  kategori ini.
Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf
kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim,
represi (kasar), dessosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas
(gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-
lain). Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah gangguan jiwa akibat

%6Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual, (Bandung : Mandar

Maju, 2009), him. 45.
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kerusakan otak. Kejang epilepsi sebelum usia tujuh tahun menyebabkan
penurunan mental dan menghambat perkembangan fungsi mental
lainnya. Melancholie/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa)
berupa shock emosional yang ekstrim. Dengan Kkata lain, kesedihan dan
keputusasaan terus berulang. Melankolis menderita depresi sangat sedih,
banyak menangis, merasa frustrasi, memiliki halusinasi dan delusi yang
menakutkan, memiliki pikiran _dan mendorong diri untuk melakukan
bunuh diri, ingin mati dan mencoba bunuh diri, disertai dengan gangguan
kesadaran, dan berkembang (menurun) gerakan dan mental.
kemerosotan.
b. Berdasarkan pada pasal 48 KUHP.

Bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,
tidak dipidana.” Daya paksa yang dimaksudkan di sini tidak serta merta dapat
menjadi alasan pemaafan yang mana daya paksa yang dimaksud disini
merupakan suatu kekuatan yang lebih besar atau ketidak mampuan yang pada
umum nya untuk melawan suatu kekuasaan.®” Maka dari itu terkait dengan
kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar ini membuat daya paksa di bagi

menjadi tiga bagian:®®

1) Paksaan mutlak, dalam keadaan ini yang mana si pelaku tidak dapat
berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya bahwa
pelaku melakukan sesuatu yang tidak dapat ia hindari. Contoh sederhana
adalah misal si S mendorong si E dengan sangat keras sehingga E

menimpa J dan menyebabkan si J terluka parah. Maka dari itu si E

7Tri Jata Ayu Pramesti, Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan
PenghapusanPidana,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It51bd53f7b6b00/daya-
paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/ diakses pada 20 Agustus
2022.

®Budayawan Tahir, “Pertanggung jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang
Daya Paksa (Overmacht)”. Spirit Pro Patria, Vol. IV, No. 2, September 2018, him. 118.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/
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sebenarnya juga merupakan korban yang mana ada daya paksa mutlak

yang membuat E menimpa si J sehingga E tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban.

2) Paksaan Relatif, dalam keadaan ini si pelaku masih dapat melakukan
tindakan lain akan tetapi ia tidak dapat melakukan nya karena
dipengaruhi oleh pemaksaan. Contoh dalam keadaan si S memaksa si E
dengan menodongkan senjata api ke arah E agar mau melakukan
penembakan terhadap si J, jika E tidak mau melakukan nya maka E yang
akan ditembak.

3) Keadaan Darurat, keadaan ini bagi menjadi tiga bagian yaitu: adanya
benturan antara dua kepentingan hukum; benturan antara kepentingan
hukum dan kewajiban hukum; serta benturan 2 (dua) kewajiban hukum.

c. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dijelaskan dalam Pasal 49
ayat (2) KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang
langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau
ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini juga tidak semua perbuatan
pembelaan diri menjadi alasan dalam pasal 49 ayat (2) karena ada beberapa

unsur harus dipenuhi seperti:®°

1) Perbuatan yang dilakukan ~harus terpaksa dilakukan untuk
mempertahankan. Pertahanan ini mutlak diperlukan sehingga dapat
dikatakan tidak ada cara lain. Harus ada kesetaraan tertentu antara
pertahanan dan serangan. Misalnya, kita tidak boleh membunuh atau

melukai orang lain untuk melindungi keuntungan yang tidak berarti.

®Willa Wahyuni, Batasan Pembelaan Diri,
https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-1t62a074a420cd0?page=2
diakses pada 20 agustus 2022.



https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0?page=2
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2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap
kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan,
kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.

3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan
mendadak atau pada ketika itu juga.

d. Berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP.

Dalam pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Perintah jabatan tanpa
wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah,
dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan bunyi pasal ini maka perintah yang diberikan itu bukan dari
pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang
tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika
memenuhi unsur-unsur tertentu. Adapun dua unsur tersebut yaitu: "

1) Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah
diberikan dengan wewenang; dan,

2) Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang
yang diperintah.

Sebagai contoh seorang penyidik polri memberi perintahkan kepada
anggota polri lain (bawahannya) untuk menangkap J dengan mengatakan bahwa
sudah ada surat perintah penangkapan yang sebenarnya surat itu tidak. Anggota
polri lain pun melaksanakan perintah tersebut karena adanya ‘perintah atasan.’
Dalam contoh ini maka telah terjadi penangkapan tanpa surat perintah sementara
situasi seperti ini hanya dibolehkan apabila tertangkap tangan maksudnya

penangkapan tanpa surat perintah.

OYitzhak B. Dagilaha, “Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan tanpa wewenang
menurut pasal 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” Lex Crimen, Vol. VIII,
No. 11, November 2019, him. 58.
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Oleh karena itu berdasarkan pasal 51 ayat (2) para anggota polri yang
melakukan penangkapan didasari oleh perintah maka mereka tidak dapat
dipidanakan karena pertama, karena mereka mengenal si penyidik polri (orang
yang memberikan perintah) sebagai atasan mereka yang berwenang memberikan
perintah dengan surat perintah penangkapan. Kedua, mereka melaksanakan
penangkapan berdasarkan atasan perintah mereka yaitu penyidik polri yang di
kategori kan sebagai pejabat maka dari itu perintah dengan wewenang ini
menjadi tugas para anggota polri lain.

e. Berdasarkan pasal 54 ayat (1) RKUHP poin J

Pasal ini terkait dalam hukum pidana positif hanya dapat menjadi
pertimbangan ~agar hakim dapat memberikan keringanan sampai dengan
membebaskan pelaku yang diberi maaf oleh korban dan keluarganya dalam
batas-batas kejahatan tertentu. Dalam pemaafan ini, RKUHP telah mengatur
beberapa unsur yang harus ada agar putusan hakim dapat dijatuhkan dalam
sebuah perkara yaitu:"*

1) Ringan nya perbuatan,

Adapun penjelasan pada pasal 54 ayat (2) bahwa “pelanggaran ringan”
adalah delik ringan (tidak berat)) RKUHP sendiri belum menentukan
penggolongan jenis delik. Dalam hukum pidana, tindak pidana ringan adalah
tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
korbannya atau, dari segi pidana, tindak pidana dengan pidana penjara paling
lama dua tahun.”? Di dalam KUHP yang dikatakan kejahatan ringan apabila
kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya

diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan.”

"Nefa Claudia Meliala, Rechterlijk Pardon..., hlm. 565-566.

2Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018), him. 23.

BWirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2009), him. 35.
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Hal ini ditegaskan oleh Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:
“denda sampai dengan Rp 7.500 dan/atau paling lama penjara atau kurungan
tiga bulan dan hinaan ringan kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 2 bagian
ini.” Oleh karena itu, meskipun KUHP sendiri tidak mengatur pasal tersendiri
untuk tindak pidana ringan, namun KUHAP bahkan sekarang Perma Nomor 2
Tahun 2012, menetapkan ambang batas untuk tindak pidana ringan dan besaran
denda dalam KUHP telah disesuaikan dengan Kklasifikasi dan deskripsi

pelanggaran berdasarkan hukuman pidana.

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana dengan kategori ringan

di dalam KUHP saat ini diantaranya adalah:

a) Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan ringan terhadap hewan;
b) Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan ringan;

c) Pasal 364 : Pencurian ringan;

d) Pasal 373 : Penggelapan ringan;

e) Pasal 379 : Penipuan ringan;

f) Pasal 384 : Penipuan dalam penjualan;

g) Pasal 407 ayat (1) : Perusakan barang;

h) Pasal 482 : Penadahan ringan; dan

1) Pasal 315 : Penghinaan ringan

Beberapa pasal dalam RKUHP yang termasuk dalam tindak pidana
ringan sebagai contoh Pasal 484 tentang tindak pencurian ringan, Pasal 493
tindak penggelapan ringan, Pasal 500 tindak penipuan ringan, Pasal 477 tindak
penganiayaan ringan, Pasal 442 tindak penghinaan ringan dan beberapa tindak
pidana lain dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda
maksimal kategori Il. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang memberi
kategorisasi tindak pidana ringan di dalamnya.

2) Keadaan pribadi pelaku
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Unsur ini sama dengan yang ada di Yunani dan Belanda, berkaitan
dengan unsur individu pelaku, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini
dapat dilihat dengan mencari asal-usul atau latar belakang kehidupan seorang
pelaku kejahatan baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat tempat dia
tinggal. Juga dapat menggunakan ilmu karakterologi dan ilmu-ilmu lain yang
berhubungan dengan kepribadian seseorang.

3) Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi
kemudian

Unsur ini sama dengan yang ada di Belanda. Keadaan-keadaan
berikutnya dapat mencakup terdakwa yang menyesali perbuatannya dan
permintaan maaf dan pengampunan oleh korban atau keluarga korban. Memang
RKUHP sendiri tidak secara tegas menyebutkan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 (2). Namun, ada pasal lain yang menyebutkan syarat-syarat yang
mendasari agar tidak dihukum penjara, yakni terdapat dalam pasal 70 ayat (1).

4) Dapat dijadikan dasar pertimbangan

Kata dapat disini sama seperti rumusan yang ada di RKUHP, dapat ini
menunjukkan bahwa diberikannya kewenangan pada hakim untuk memberikan
atau tidak Pemaafan tersebut. Karena kata “dapat” merujuk pada kata “boleh;
mampu, bisa” yang mana bersifat alternatif bukan perintah, sehingga meskipun
unsur-unsur terpenuhi hakim bisa saja tidak memberikan pemaafan terhadap
pelaku.

5) Tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan Tindakan

Pada pasal 54 ayat (2) telah dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini
adalah pemberian maaf tersebut dengan memberikan putusan berisi tidak
menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan apa pun, namun berdasarkan
pemberian maaf ini termasuk dalam keputusan hakim, dan patut dipastikan
bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya.

6) Keadilan dan kemanusiaan
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Makna kata keadilan dan kemanusiaan begitu abstrak sehingga tidak ada
kriteria mutlak untuk menggambarkannya secara jelas. Upaya pertimbangan ini
bisa menyulitkan bagi hakim. Juga jika mengacu pada praktik hukum dan
semangat penyusunan RKUHP, keadilan dan kemanusiaan mengacu pada
hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang dapat saling
mengacu pada dasar pancasila, adat istiadat, agama, dan standar kesusilaan

dapat menerima.
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C. Sebab Perbedaan Kriteria dan Unsur Hukumnya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui hal yang menyebabkan terjadi
perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif dari segi
kriteria dan unsur pemaafan:

1. Sumber

Perbedaan dari segi sumbernya, sebagaimana yang kita ketahui sumber
hukum pidana Islam itu berasal atau merujuk dari Al-Qur'an dan Sunnah
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sementara hukum
pidana positif bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
yang dirancang dan dibuat oleh manusia berdasarkan fungsi dan jenisnya yang
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam. Hukum
Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT diciptakan dengan
memprioritaskan aspek keridhaan pada Allah SWT dan takut akan murka Allah
SWT yang dijadikan sebagai faktor utama ketaatan serta sangat mengutamakan
aspek akhlak. Bahkan apa yang dilakukannya tidak hanya dipertanggung
jawabkan' di dunia saja, tetapi juga di akhirat memiliki sifat yang elastis,
universal, dan berasal dari nash Islam yang sifatnya tinggi dan mulia, sehingga
memiliki keadilan yang hakiki, sudah ada sejak zaman Rasul sehingga materi
hukum Islam pun sudah sempurna dan mencakup semua ruang dan waktu dibuat
dengan sebaik mungkin dan.mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa
depan.

Sementara hukum positif adalah buatan manusia yang memiliki
keterbatasan dan ada kemungkinan terjadi kesalahan, tidak memiliki keadilan
hakiki, bahkan dalam pembuatan hukum positif memiliki kepentingan di
baliknya dibuat berdasar pada kondisi yang terjadi saat ini karena tidak
mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, bersifat terbatas dan hanya
sebatas mengatur hubungan dengan manusia saja, juga bersifat temporal yang
memiliki keterbatasan waktu. Bagi pelaku penjahat hal ini adalah sebuah

peluang untuk mencari jalan keluar untuk menghindari hukuman. Hukum
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Pidana Positif hanya sebatas mengatur hubungan dengan manusia sehingga
penjahat dapat membuat celah untuk lolos dari hukuman. Hal ini membuat ada

beberapa perbedaan yang terdapat dalam ciri-ciri dan syarat dalam pemaafan.

2. Waktu

Menjadi bagian yang penting dalam hal pemaafan hal ini dikarenakan
baik dalam hukum Islam dan hukum pidana positif memiliki jangka waktu
pemberian pemaafan. Pada hukum pidana positif memperbolehkan memberi
maaf selama belum dijatuhkannya putusan. Sementara dalam hukum pidana
Islam pada jarimah hudud dibolenkan memberi maaf selama belum
mengajukannya - ke pengadilan, maka dalam waktu tersebutlah menjadi
kesempatan untuk memberikan maaf, untuk perbuatan jarimah lain kebolehan
memberikan pemaafan selama belum dijatuhkan nya putusan. Namun semua ini
dipengaruhi dari segi jangka waktu penangkapan atau selama proses hukum
tersebut berjalan yaitu sebelum jatuhnya daluwarsa dari segi penuntutan dan
dalam proses menjalankan hukuman yang memiliki perbedaan sehingga
semakin lama jangka waktu tersebut membuat semakin banyaknya kesempatan
untuk mempertimbangkan memberikan pemaafan kepada pelaku.

Seperti pada pasal 78 ayat 1 KUHP menyebutkan waktu daluwarsa dan
tindak pidana apa saja yang dapat hak penuntutannya gugur karena daluwarsa
yaitu (1) sesudah 1 tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang
dilakukan dengan percetakan, (2) sesudah 6 tahun untuk kejahatan yang
diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling
lama tiga tahun, (3) sesudah 12 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana
penjara lebih dari tiga tahun, (4) sesudah 18 tahun mengenai kejahatan yang

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pada Pasal 78 ayat 2 menyebutkan apabila pelaku kejahatan itu umurnya
belum 18 tahun, maka masa gugurnya waktu ditetapkan atas dikurangi menjadi

sepertiganya, yakni: (1) 4 bulan untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang
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dilakukan dengan percetakan, (2) 2 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana
denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, (3) 4 tahun
untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, (4) 6
tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup.”* Dan masa daluwarsa ini mulai berlaku 1 hari sesudah peristiwa

pidana itu terjadi seperti yang dijelaskan pada pasal 79 KUHP.

Sementara dalam hukum Islam jangka waktu tersebut hingga habis
daluwarsa dikenal sebagai tagadum. Abdul Qadir Audah berpendapat daluwarsa

tersebut ialah : ™

il o3 famee e 58 O (5) A shally SV e (el (10 And 5 S (it
L sl
“lewatnya tenggang waktu tertentu atas vonis yang belum dieksekusi.

Dengan lewatnya masa ini eksekusi hukuman menjadi tidak dapat

dilaksanakan.”

Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad mengemukakan bahwa hukuman yang
belum di eksekusi tidak batal sebab daluwarsa. Begitu pula jarimah yang belum
diajukan ke pengadilan tidak batal karena daluwarsa kecuali untuk jarimah dan
hukuman ta’zir dengan syarat ulil amri memandang itu perlu demi mewujudkan
kemaslahatan umum. Dasar pendapat ini ialah bahwa tidak ada satupun kaidah
dan nash syariat yang menunjukkan bahwa hukuman atas jarimah hudud, gishas,
dan diyat dapat batal sebab kadaluwarsa, sehingga ulil amri sama sekali tidak
berhak untuk memberikan ampunan atau membatalkan hukuman atas berbagai
jarimah ini. Dengan demikian tidak perlu ada kadaluwarsa. Sementara hukuman
ta’zir kaidah umum penerapan memang membolehkan adanya pembatalan

hukuman sebab daluwarsa apabila ulil amri memiliki pertimbangan untuk demi

74 R. Soegandi, KUHP dengan penjelasannya (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), him
97-98.
> Abdul Qadir Audah, A! Tasyri’al Jinai al Islami..., him. 630.
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kemaslahatan umum, baik terhadap jarimah maupun hukumannya. Ulil amri
berhak memberikan pengampunan atas jarimah dan hukuman yang tergolong
jarimah ta’zir. Bila Ulil amri dapat memberikan pengampunan atas suatu
hukuman lalu membatalkannya dengan segera, maka ulil amri juga dapat
menentukan syarat agar pembatalan itu dapat dilaksanakan yaitu dengan adanya
daluwarsa, dengan pertimbangan kemaslahatan umum atau menghindarkan
mudharat.”®
3. Tauhid

Tauhid sangat mempengaruhi dalam pemaafan sekaligus menjadi
penyebab perbedaannya dengan hukum Islam dengan hukum pidana positif.
Adanya berdasarkan sudut pandang seorang muslim yang mana bagi jiwa dan
raga, ilmu pengetahuan dan agama, manusia dan alam serta bagi kaum itu
sendiri sebagai tujuan dalam membentuk suatu kesatuan sebagai umat sehingga
dalam pemaafan yang membuat kemaslahatan dalam kehidupan manusia tidak
hanya mendapatkan hak serta ketenangan dari segi emosional, tetapi juga
mendapat pahala oleh Allah SWT. Sebagaimana Al-Qur’an telah menyebutkan
bahwa :

PRI RS S R TSY v S IR A Rl PN o) S P E N

“dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu
tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang” (QS. An-nur [24]: 22)

76Ahmad Hanafi, Asas-Asas..., him. 266.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berlandaskan uraian panjang yang telah di paparkan sebelumnya maka
dapat ditarik beberapa poin kesimpulan baik dari segi kriteria dan unsur nya:

1. Pemaafan pidana dalam hukum Islam memiliki tiga kriteria pertama adanya
suatu kejahatan jinayah (pidana) hudud dengan unsur pemaafan yaitu
apabila adanya pertobatan, dan pemberian maaf sebelum disampainya
perkara ke pengadilan. Kedua adanya gishas-diyat dengan unsur yaitu
hukuman yang diberikan berdasarkan dengan jenis kejahatan dari
pembunuhan disengaja, tidak sengaja hingga penganiayaan dan Kketiga
adanya tindak pidana ta’zir dengan pembagian unsur hak Allah dan hak
individu manusia. Sedangkan kriteria pemaafan dalam hukum pidana positif
yaitu berdasarkan pasal 44 KUHP dengan unsur kurangnya akal; dan sakit
sehingga berubah akalnya. Pasal 48 KUHP dengan unsur berdasarkan
paksaan mutlak; paksaan relatif; dan keadaan darurat. Pasal 49 ayat (2)
KUHP dengan unsur yaitu perbuatan terpaksa untuk melakukan pembelaan;
pembelaan/pertahanan harus berdasarkan pada kepentingan seperti badan
atau kehormatan; dan harus ada serangan yang mengancam dan melawan
hak. Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan unsur ketidaktahuan akan perintah
yang tidak memiliki wewenang; dan pelaksanaan perintah masih dalam
ruang lingkup pekerjaan. Dan pasal 54 ayat (1) RKUHP dengan unsur
berdasarkan ringannya perbuatan; keadaan pribadi perilaku; keadaan pada
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dapat dijadikan dasar
pertimbangan; tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan; serta
keadilan dan kemanusiaan.

2. Adapun sebab terjadinya perbedaan tersebut baik dari segi unsur dan

kriteria diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan waktu, sumber,
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tauhid serta situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan masyarakat
Indonesia.

B. Saran

Pada dasarnya pemaafan yang diberikan pada tindak kejahatan yang
dilakukan pelaku sehingga dapat meniadakan hukuman yang akan diberikan
kepada pelaku diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum,
membebaskan rasa bersalah bagi pelaku, menyelesaikan konflik, serta
mengangkat harkat dan martabat korban dan keluarganya yang telah
memberikan maaf. Dengan demikian menjalankan hukum sebaik-baiknya
hukum sebagaimana dengan ketetapan yang ada baik dari hukum pidana Islam

dengan hukum pidana positif.
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